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ABSTRAK

Nama : Arif Rahman

Progam Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Akibat Peristiwa Di Luar Kesalahan
Para Pihak ( Analisa Kasus Matahari Putra Prima Tbk. Melawan PT.
Bogor Internusa Plaza )

Peristiwa di luar kesalahan para pihak merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara
tidak terduga dalam suatu perikatan maupun perjanjian, salah satunya dalam perjanjian
sewa menyewa. Peristiwa di luar kesalahan para pihak ini disebut juga sebagai peristiwa
overmacht, peristiwa overmacht secara umum dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan
sementara. Dalam peristiwa overmacht ini, tidak jarang timbul permasalahan hukum yang
berkaitan dengan kerugian, dengan adanya peristiwa-peristiwa overmacht dan akibat-
akibat hukumnya itulah kemudian muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan
hukum bagi pihak yang merasa dirugikan, salah satunya dalam perjanjian sewa menyewa,
yaitu penyewa. Perlindungan hukum bagi penyewa ini dapat diberikan baik itu yang
berasal dari perjanjian para pihak maupun melalui sebuah putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyewa, dan Peristiwa Di Luar Kesalahan
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ABSTRAC

Name : Arif Rahman

Study Program : Ilmu Hukum

Title : Legal Perotection for Tenant As A Result Events Beyond The Parties

Fault ( Case Analysis PT. Matahari Putra Prima Tbk. Against PT. Bogor

Internusa Plaza )

Events beyond the parties fault is a legal event that occurs unexpectedly in an
engagement or agreement, one of which the lease agreement. Events beyond the the
parties fault is referred to as events overmacht, overmacht events are generally divided
into two, permanent and temporary. In the event this overmacht, not infrequently raised
the question of law relating to losses, given the events overmacht and legal consequences
that then arise awareness of the importance of legal protection for those who feel
aggrieved, one in the lease agreement, the tenant. Legal protection for tenants can be
provided either from the agreement of the parties or through a court decision is legally
permanent.

Key Word : Legal Protection, Tenant, and Events Beyond The Fault.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya intensitas hubungan antar manusia seringkali juga

meningkatkan berbagai permasalahan yang dapat timbul akibat hubungan-hubungan yang

terjadi tersebut. Permasalahan-permasalahan yang timbul juga seringkali termasuk dalam

apa yang disebut dengan peristiwa hukum, baik yang bersifat publik maupun privat.

Dalam ranah hukum privat salah satu bentuknya adalah yang berkaitan dengan perikatan

dan perjanjian.

Dalam Hukum perdata, perjanjian secara umum dibagi menjadi dua yaitu

perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang

memeberikan kewajiban pada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya.1 Contoh

perjanjian ini antara lain, hibah dan hadiah. Sementara perjanjian timbal balik adalah

perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.2 Contoh

perjanjian ini antara lain tukar menukar dan sewa menyewa. Sewa menyewa sebagai

salah satu bentuk perjanjian timbal balik saat ini juga semakin berkembang terutama yang

berkaitan dengan penyewaan terhadap lokasi atau tempat usaha seperti ruangan dalam

gedung yang memberikan solusi karena keterbatasan lahan.

Pengaturan perihal perjanjian sewa meyewa terdapat di dalam Buku Ke III, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perikatan. Pengertian sewa

menyewa sendiri terdapat dalam pasal 1548 KUH Perdata sebagai berikut :

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992 ), hlm. 86.

2 Ibid.
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“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu

disanggupi pembayarannya.”3

Berbeda dengan perikatan sepihak yang memberikan hak kepada satu pihak dan

memberikan kewajiban pada pihak lainnya. Dalam perjanjian timbal balik seperti sewa

menyewa masing-masing pihak diberikan hak dan kewajiban atas pihak lainnya. Oleh

karena itu para pihak bisa berperan sebagai debitur ( pihak yang memiliki kewajiban

berprestasi ) maupun kreditur ( pihak yang memiliki hak menuntut prestasi ) pada pihak

lainnya.

Ketentuan Buku Ke III KUH Perdata bersifat terbuka, yang berarti mengandung

azas kebebasan dalam membuat perjanjian.4 Azas kebebasan disini berarti pengaturan

Buku ke III KUH Perdata, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat

untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban

umum dan kesusilaan. 5 Ketentuan tersebut secara tegas disimpulkan dalam ketentuan

pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”.6

3 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta: PT. Pradnya

Paramita, 1996). Pasal 1548.

4 Subekti, Hukum Perjanjian, ( Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 13.

5 Ibid.

6 Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasal 1338.
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Jadi dengan dasar tersebut maka segala hal yang diperjanjikan dan disepakati oleh

para pihak bisa apa saja, akan tetapi dengan tetap mengindahkan pula pengaturan baik

dalam perundang-undangan maupun dalam kesususilaan. Selain itu perlu diingat juga

bahwa terdapat asas konsualisme yang berarti bahwa perjanjian dan perikatan itu sudah

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.7

Jika berdasarkan hal tersebut maka bisa dikatakan setiap perjanjian sebenarnya

sudah mencapai bentuk ideal, akan tetapi sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara

apa yang diperjanjikan dengan kenyataan yang terjadi. Salah satu kondisi yang terjadi

adalah ketika salah satu pihak misalnya debitur tidak dapat melakukan prestasi atau

kewajibannya kepada kreditur. Hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan atau tanpa

adanya kesalahan dari para pihak.

Kesalahan baik itu karena kesengajaan ataupun kelalaian menjadi sebab tidak

terlaksananya prestasi kemudian lebih dikenal sebagai wanprestasi yang artinya tidak

memenuhi kewajiban.8 Pada kondisi ini pihak yang melakukan wanprestasi tersebut

akan dibebankan tanggungjawab kepada pihak lainnya yang dirugikan karena kejadian

tersebut.

Kondisi sebaliknya terjadi jika tidak terlaksananya prestasi kemudian dapat

dibuktikan tanpa ada kesalahan para pihak. Kondisi tersebut umumnya disebut sebagai

risiko. Pengertian risiko ialah kewajiban memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa

yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpa benda yang menjadi obyek

perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi.9 Dari pemahaman

tentang risiko tersebut kemudian perlu dipahami apa yang dimaksud dengan keadaan

memaksa atau lebih dikenal dengan overmacht atau force majeure. Secara umum

Overmacht sendiri disimpulkan sebagai keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh

7 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 15.

8 Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm.20.

9 Ibid., hlm. 27.
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debitur karena terjadi peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat

diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.10

Unsur-unsur overmacht sendiri adalah:

1. Tidak terpenuhinya prestasi karena di luar kesalahan atau kesengajaan debitur;

2. terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan musnah;

3. peristiwa yang mendasari terjadinya overmacht tidak dapat diduga sebelumnya;

4. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; dan

5. debitur tidak beritikad buruk.11

Overmacht sendiri memiliki akibat yang belum tentu sama secara keseluruhan,

hal ini terjadi karena adanya perbedaan sifat overmacht, perbedaan sifat tesebut adalah:

1. Overmacht tetap, artinya overmacht yang mengakibatkan suatu perjanjian terus-

menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan atau tidak mungkin

dipenuhi sama sekali. Dalam keadaan itu, secara otomatis keadaan memaksa itu

mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi.

2. Overmacht sementara, artinya overmacht yang mengakibatkan pelaksanaan suatu

perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian.

Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti ( tidak batal ), melainkan

hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi,

pemenuhan prestasi dapat diteruskan.12

Karena perbedaan akibat overmacht itulah pembuktian jenis overmacht menjadi

penting, hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak itu sendiri

10Ibid.

11 Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa ( Syarat-Syarat

Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/ Force Majeure ), ( Jakarta: Nasional Legal

Program, 2010), hlm. 41.

12 Ibid., hlm. 42-43.
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terutama bagi yang merasa dirugikan akibat keadaan memaksa tersebut. Pengertian

overmacht atau force majeure sendiri merupakan ketentuan yang tidak begitu banyak

ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam KUH Perdata sendiri hanya dua

pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.13 Dari ketentuan

tersebut sebenarnya overmacht ditujukan sebagai usaha perlindungan hukum bagi debitur

terhadap peristiwa yang dianggap sebenarnya kesalahan debitur. Kondisi ini didasari

antara lain karena dalam hukum perdata itikad baik ( good faith ) masih diberlakukan di

Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Akan tetapi tak jarang pula overmacht bisa

menjadi bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, karena tak jarang pula kreditur

dihadapkan pada masalah untuk memenuhi kewajibannya terutama dalam perjanjian

timbal balik seperti sewa menyewa seperti pembayaran uang sewa.

Dari kasus tersebut posisi penyewa sebagai kreditur atas hak menyewa objek

dilindungi oleh pembelaan overmacht. Dalam kondisi ini ada pilihan yang diberikan,

pilihan tersebut tentunya dengan memperhatikan bentuk overmacht itu sendiri misalnya

pada overmacht tetap, unsur ketidakmungkinan (imposibilitas) adalah dasarnya artinya

pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, sedangkan pada overmacht

sementara, unsur kesulitan-kesulitan ( difficulitas ) adalah dasarnya, artinya jika

kesulitan-kesulitan sudah tidak ada maka pemenuhan prestasi bisa dilakukan.14

Pada kondisi overmacht yang bersifat tetap maka akibat yang ditimbulkan adalah

batal atau berakhirnya perjanjian, konsekuensi hal ini adalah pemulihan kembali dalam

keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. Tetapi jika satu pihak sudah

mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum terjadinya peristiwa

overmacht maka harus ada pengembalian semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya.

Sementara pada overmacht bersifat sementara maka overmacht hanya mempunyai daya

13 Ibid., hlm. 72.

14 Ibid., hlm. 42-43.
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menangguhkan dan kewajiban debitur untuk berprestasi hidup kembali ketika faktor

overmacht itu sudah tidak ada lagi.15

Hal ini seperti yang terjadi dalam kasus yang akan dianalisa dalam penulisan

skripsi oleh penulis adalah kasus antara PT. Matahari Putra Prima Tbk.(PT. MPP) dengan

PT. Bogor Internusa Plaza (PT. BIP) dengan. Dimana dalam kasus ini kedua belah pihak

yaitu PT. BIP sebagai pihak yang menyewakan dan PT. MPP sebagai pihak penyewa,

dimana objek sewanya adalah ruang gedung Pangrango Plaza. Kasus ini bermula ketika

PT. MPP tidak bisa menikmati obyek sewa selama 197 bulan akibat terbakarnya ruangan

yang disewanya, sementara PT. MPP sendiri telah melunasi semua kewajibannya untuk

membayar uang sewa kepada PT. BIP, dalam perjanjian juga diatur mengenai asuransi

terhadap objek sewa dan kalusula overmacht yaitu kebakaran, yang jika terjadi

kebakaran di luar kesalahan para pihak mengatur perjanjian tetap berlaku ketika objek

sewa telah diperbaiki. Masalah kemudian muncul ketika PT. BIP setelah merenovasi

obyek sewa ternyata telah mengalihkan hak penyewaan objek sewa kepada pihak lain,

sementara PT. MPP tidak menyetujui hal tersebut dengan mendasarkan pada klasusula

perjanjian keduanya yang masih berlaku. PT. BIP kemudian digugat dengan dasar

gugatan wanprestasi akan tetapi kemudian dibantah dan menyatakan bahwa kebakaran

yang terjadi karena kesalahan PT. MPP dan perjanjian yang lama pun sudah tidak berlaku

lagi. PT. MPP kemudian mendalilkan bahwa peristiwa kebakaran itu di luar kesalahan

para pihak dan dengan adanya asuransi maka perjanjian mereka tetap berlaku, dan hak

untuk menyewa pun seharusnya dapat diteruskan sesuai perjanjian mereka walaupun

kemudian PT. MPP meminta pembatalan perjanjian. Hingga pada akhirnya kasus ini

diputuskan pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa PT.

BIP melakukan wanprestasi dan perjanjian keduanya batal. Sementara pada tingkat

peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung ditolak karena lewatnya waktu pengajuan

peninjauan kembali.

15 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 32.
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Dari kasus tersebut terlihat bahwa pembuktian suatu peristiwa sebagai peristiwa di

luar kesalahan para pihak menjadi penting ditinjau dari sisi perlindungan hukum bagi

para pihak terutama kreditur sebagai pemilik hak dan juga dari sisi akibat hukum yang

akan terjadi bagi para pihak pada umumnya. Dengan melihat kondisi dan permasalahan

tersebut Maka dari itu penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Akibat Peristiwa Di Luar Kesalahan Para

Pihak ( Analisa Kasus Antara PT. Matahari Putra Prima Tbk. Melawan PT. Bogor

Internusa Plaza) ”.

1. 2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di

atas, maka terdapat tiga pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah peristiwa kebakaran dalam kasus ini adalah peristiwa di luar kesalahan

para pihak?

2. Bentuk perlindungan hukum seperti apa yang bisa didapat oleh penyewa sebagai

akibat terjadinya peristiwa di luar kesalahan para pihak tersebut?

3. Apakah pertimbangan hakim dalam kasus tersebut sudah tepat?

1. 3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peniliti memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran

secara jelas perihal pentingnya pemahaman akan perlindungan hukum bagi kreditur dan

overmacht. Selain itu juga penelitian ini juga ditujukan untuk memberi pemahaman lebih

kritis terhadap berbagai permasahan terkait overmacht.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini juga memiliki tujuan yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui kesinambungan antara asas itikad baik ( good faith ) dengan

overmacht sebagai upaya perlindungan hukum.

2. Untuk lebih mengetahui, terutama mengenai overmacht, apakah selaras dengan

jiwa KUH Perdata Buku Ke III.

3. Untuk mengetahui sejauh apa batas pengaturan mengenai overmacht dalam suatu

perjanjian.

1. 4. Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian mengenai tanggung jawab para pihak terhadap risiko

dalam perjanjian sewa menyewa ini, akan digunakan beberapa definisi yang berkaitan

dengan permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.16

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu oprang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.17

3. Perjanjian Timbal balik adalah suatu perjanjian yang memberikan hak dan

kewajiban kepada kedua belah pihak.18

4. Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu

16 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 1.

17 Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., Pasal 1313.

18 Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 97.
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barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan permbayanran sesuatu harga,

yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.19

5. Wanprestasi ialah keadaan dimana seseorang yang memikul kewajiban atau

prestasi pada pihak lainnya yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat

memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.20

6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaannya.21

7. Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana tidak

terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali

tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau

peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.22

8. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

19 Subekti, dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasal 1548.

20 Subekti., Pokok- Pokok Hukum Perdata, ( Jakarta: Intermasa, 2003 ), hlm. 147.

21 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 butir

1 , LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756.

22 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,, hlm. 55.
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memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

seseorang yang dipertanggungkan”. 23

1. 5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.24

Adapun dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai

berikut:

1. Bentuk dan tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk dan tipe penelitian normatif yang

berbasis pada analisis norma hukum, dalam arti law as it is written in the books

(dalam peraturan perundang-undangan).25 Pada bentuk dan tipe penelitian ini, yang

diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder dalam bidang hukum, yang

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian, objek yang

dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan terkait dengan penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Sifat Penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujan menggambarkan

secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan frekuensi suatu gejala.26 Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang .

23 Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. LN No. 13

Tahun 1997. TLN No. 3467

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Press,1986 ), hlm. 43.

25 Ronald Dworkin, Legal Research, (Daedalus: Spring, 1973), hlm. 250.

26 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, ( Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 4.
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3. Data

a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau bahan

pustaka dalam bidang hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum isinya mempunyai kekuatan

mengikat terhadap masyarakat.27 Bahan hukum primer yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Ketentuan Bugerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata terjemahan Bahasa Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer.28 Untuk bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku,

artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan

perjanjian sewa menyewa dan overmacht.

b. Alat pengumpulan data

Dengan dipilihnya bentuk dan tipe penelitian normatif dalam penelitian ini, maka

alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah studi kepustakaan disertai

dengan wawancara kepada narasumber atau informan.

c. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang

lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan

menyeluruh.29 Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis

secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.

27 Ibid., hlm. 52.

28 Ibid.

29 Ibid., hlm. 32.
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1. 6. Manfaat Teoritis dan Praktis

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum

perjanjian dan juga diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan

pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai perlindungan hukum akibat terjadinya peristiwa di luar kesalahan para

pihak, terutama untuk mengetengahkan secara lebih terperinci pengaturan terhadap

hal-hal tersebut.

1. 7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, pokok

permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat

penulisan, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual,

kegunaan teoretis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, yang pertama akan

diuraikan mengenai, pengertian perikatan, pengertian perjanjian, unsur-

unsur perjanjian, asas-asas umum hukum perjanjian, syarat sahnya

perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi. Pada sub bab kedua akan

menguraikan mengenai pengertian dan ruang linkup perjanjian sewa

menyewa, tanggung jawab dan hak para pihak dalam sewa menyewa, dan

berakhirnya perjanjian sewa menyewa.
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BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI OVERMACHT

Dalam ini akan diuraikan mengenai pengertian overmacht, pengertian

risiko, unsur-unsur overmacht, faktor-faktor penyebab terjadinya

overmacht, jenis-jenis overmacht, pembuktian dalam overmacht, dan

akibat-akibat hukum overmacht.

BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT

PERISTIWA DI LUAR KESALAHAN PARA PIHAK ( ANALISA

KASUS ANTARA PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.

MELAWAN PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA)

Bab ini membahas mengenai analisa terhadap putusan-putusan terhadap

kasus, dimana akan dikaji beberapa hal, antara lain tinjauan terhadap dasar

gugatan, tinjauan pembelaan mengenai overmacht, pendapat-pendapat

Majelis Hakim terhadap kasus, dan kajian terhadap putusan akhir kasus.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis

terhadap masalah yang dikemukakan, serta saran yang berhubungan

dengan tema penulisan skripsi ini.
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BAB 2

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN

SEWA MENYEWA

2. 1. Perjanjian Pada Umumnya

2. 1. 1. Pengertian Perikatan

Sebelum membahas perihal perjanjian pada umumnya maka tidak akan terlepas

dari pemahaman akan perikatan. Hal ini didasari karena perikatan dapat timbul salah

satunya dari suatu perjanjian. Seperti telah diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa: ”Tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena

Undang-Undang.”

Pengertian perikatan sendiri tidak secara tegas dinyatakan dalam ketentuan KUH

Perdata, oleh karena itu pengertian perikatan tersebut hanya bisa dijumpai dari pendapat-

pendapat para sarjana hukum. Salah satu pengertian perikatan antara lain diuraikan oleh

Subekti, beliau memberikan batasan atas apa yang dimaksud dengan perikatan perikatan:

” Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang

lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.”30

Dari penjelasan tersebut maka untuk melahirkan perikatan hal yang pertama harus

dipenuhi adalah adanya dua orang atau dua pihak. Pihak yang memiliki kewajiban itu

30 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,hlm.1.
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dinamakan juga pihak yang berutang atau kreditur, sedangkan pihak yang mempunyai

hak itu disebut juga pihak penagih atau kreditur ( pihak berpiutang ).31

Dalam hal kewajiban dalam perikatan kemudian lebih dikenal dengan istilah

prestasi, bentuk dari prestasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa: ” Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Jadi dengan pengertian tersebut maka perikatan adalah hubungan hukum antara

dua orang atau dua pihak ( kreditur dan debitur ) yang melahirkan kewajiban pada satu

pihak ( debitur ) yang dapat berupa untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,

atau tidak berbuat sesuatu, dan melahirkan hak pada pihak lainnya ( kreditur ) untuk

menuntut terpenuhinya prestasi dalam hubungan hukum tersebut.

2. 1. 2. Pengertian Perjanjian

Rumusan mengenai pengertian perjanjian atau persetujuan ini terdapat di dalam

KUH Perdata pada Buku III Pasal 1313, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih.”

Selain perumusan tentang pengertian perjanjian yang terdapat dalam KUH

Perdata tersebut, untuk lebih memperjelas beberapa Sarjana Hukum yang memberikan

pengertian terhadap istilah perjanjian ini antara lain Subekti dan Wirjono Projodikoro,

pendapat keduanya yaitu sebagai berikut :

a. Subekti

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”32

31 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, ( Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2003 ), hlm.18.
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b. Wirjono Prodjodikoro

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan

antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan

sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”33

Dari pengertian perjanjian dan perikatan sebelumnya maka dapat dilihat, bahwa

perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang

konkrit atau suatu peristiwa.34 Dengan demikian maka perjanjian menjadi salah satu

sumber perikatan di samping Undang-Undang. Perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum

yang membawa akibat lahirnya suatu perikatan antara para pihak dalam perjanjian

tersebut.

2. 1. 3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari pengertian mengenai perjanjian tersebut tentunya telah dipahami bahwa

perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum. Untuk lebih memudahkan dalam

memahami perjanjian maka kemudian muncul unsur-unsur yang secara umum ada dalam

suatu perjanjian. Adapun unsur-unsur perjanjian tersebut adalah :

a. Unsur Essentialia

Yaitu bagian-bagian daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak akan

mungkin ada, maksudnya unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian.

Misalnya harga adalah essentialia atau inti bagi perjanjian jual beli, identitas

para pihak serta kesepakatan.

b. Unsur Naturalia

Yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-

peratutan yang bersifat mengatur, maksudnya unsur yang telah ada dalam

32 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 1.

33 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, ( Bandung:

Sumur, 1981 ), hlm. 11.

34 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,hlm. 3.
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perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian tersebut.

Misalnya adanya itikad baik, serta jaminan tidak ada cacat tersembunyi dalam

suatu barang.

c. Unsur Aksidentalia

Yaitu bagian-bagain yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian,

dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya jual beli rumah beserta

alat-alat rumah tangganya.35

2. 1. 4. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Selain unsur-unsur perjanjian selanjutnya dikenal pula tentang asas-asas umum

yang berlaku dalam Hukum Perjanjian, manfaat asas-asas ini tentunya sebagai pedoman

dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Asas-asas umum Hukum Perjanjian

yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Asas Personalia

Asas personalia atau asas kepribadian merupakan asas yang menentukan

bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian adalah hanya

untuk kepentingan perseorangan saja.36

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 ayat (1) KUH

Perdata, Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa:“ Pada umumnya tak seorang

dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji

dari pada untuk dirinya sendiri.” Sementara itu Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata

35 Setiawan, R., Pokok-Pokok Perjanjian. (Bandung: Bina Cipta, 1998), hlm. 50.

36 Salim H.S. , Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika.

2006), hlm.13.
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menyatakan bahwa: “ Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang

membuatnya.”

Walaupun kedua pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa hanya para

pihak atas namanya sendiri yang bisa mengadakan perjanjian, ada ketentuan

pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa: “ Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,

mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat,

tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan

mempergunakan syarat itu.” Ketentuan pasal ini menentukan bahwa seseorang dapat

mengadakan perjanjian untuik kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang

ditentukan. 37

Maksud dari asas tersebut adalah bahwa suatu perjanjian hanya meletakkan

hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Apabila

seseorang ingin diwakilkan oleh orang lain untuk mengadakan perjanjian maka atas

hal tersebut harus berdasarkan surat kuasa.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa: “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan ketentuan tersebut maka

bisa disimpulkan bahwa ketentuan pasal 1338 KUH Perdata akan merujuk pula

ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320

KUH Perdata.

Menurut Subekti asas ini memberi arti bahwa para pihak diberi kebebasan

untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak

37 Ibid.
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melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian

merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap karena sifat terbuka dari Hukum

Perjanjian itu sendiri, yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan manakala

dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.38

Dari rumusan pasal maupun penjelasan tersebut maka asas kebebasan

berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.

4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.39

Dengan penjabaran tersebut maka jelas bahwa asas kebebasan berkontrak

memang ada dan diakui, akan tetapi juga perlu diingat bahwa asas ini juga tetap

harus dibatasi dengan nilai-nilai berupa ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang

mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat

antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian dan tidak perlu suatu formalitas.40

Asas ini disimpulkan dari ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, karena dalam

pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan

yang telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian sudah sah

apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.41

38 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,hlm. 13.

39 Salim H.S. , op. cit ., hlm. 9.

40 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 15.

41 Ibid.
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d. Asas Kepercayaan ( Vertrouwensbeginsel )

Suatu perjanjian tidak akan terjadi tanpa adanya kepercayaan antar para pihak

yang mengadakannya, karena perjanjian akan membawa akibat hukum berupa hak-

hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang mengikatkan diri dalam

perjanjian tersebut.42

Dengan kepercayaan ini maka kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk

keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini secara umum dapat ditarik dari kesimpulan Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata yang menyatakan jika syarat sah perjanjian terpenuhi maka sejak saat itu

perjanjian mengikat bagi para pihak. Dengan terikatnya para pihak tersebut maka

para pihak harus menaati perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka, selain itu

kekuatan mengikat ini juga berlaku terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh

kebiasaan dan kepatutan serta rasa moral.43

f. Asas Itikad Baik

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang

menyatakan bahwa : ” Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Di dalam Hukum Perjanjian itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam

melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap

batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam

arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 KUHPerdata.

42 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2001) hlm. 87.

43 Ibid. , hlm. 88.
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2. Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus

didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat

dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dimana hakim diberikan suatu

kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai

pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan.

Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan

karena salah satu pihak terdesak, harus ada keseimbangan. Keadilan artinya

bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan

memperhatikan norma-norma yang berlaku.44

Asas itikad baik memberikan suatu batasan bahwa dalam pelaksanaan

perjanjian, kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat

dilaksanakan sekehendaknya saja tetapi harus diikuti dengan itikad baiknya untuk

melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi walaupun syarat sah perjanjian sebagaimana

diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata telah dilakukan tidak begitu saja

menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk meminta

pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh

pihak lainnya dalam perjanjian.45

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak dalam perjanjian memenuhi dan

melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi

dari debitur, namun kreditur memikul beban pula untuk melaksanakan perjanjian itu

dengan itikad baik. Jadi dapat terlihat kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi

44 M. Hariyanto, “ Asas- Asas Perjanjian” , http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-

asas-perjanjian.html1. diakses pada tanggal 15 Januari 2012.

45 I. G. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori Dan Praktek, ( Jakarta:

Megapoin, 2003), hlm. 84.
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kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga

kedudukan kreditur dan debitur seimbang.46

h. Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa: ” Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Dengan asas

ini maka dalam membuat perjanjian tidak hanya ketentuan perundang-undangan

secara tertulis saja yang perlu diperhatikan tapi juga jika dirasa perlu norma-norma

yang bersifat abstrak yang hidup dalam masyarakat juga perlu diperhatikan, jadi jika

ada pihak yang merasa isi perjanjian tidak sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan

maka bisa saja diminta pembatalan.47

2. 1. 5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian kemudian dikenal pula tentang syarat-syarat yang

diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini berarti suatu perjanjian hanya

mempunyai kekuatan mengikat jika syarat-syarat tersebut dipenuhi. Mengenai syarat-

syarat sahnya perjanjian dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal.

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Para pihak dalam perjanjian yaitu, manusia atau badan hukum telah

menyatakan kesepakatan atau persetujuan yang mana akhirnya akan terbentuk suatu

46 Mariam Darus Badrulzaman, op. cit., hlm. 88.

47 Ibid., hlm. 89.
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pertemuan kehendak, para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada

persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang

dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan,

persetujuan mana yang dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.48

Dalam hukum perjanjian adanya suatu azas yang dinamakan azas

konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Istilah ini berasal dari

bahasa latin yaitu consensus yang berarti sepakat, maksud dari kata sepakat disini

adalah bahwa pada azasnya perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya, itu

sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Azas konsensualitas bukanlah

berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan karena hal ini sudah

semestinya, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti kedua belah pihak

sudah setuju atau sepakat mengenai suatu hal.49

Untuk menentukan telah terjadinya kata “sepakat” ada beberapa teori yang

dikemukakan oleh para sarjana, yaitu :

1. Uitings theorie (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini

perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan

menerimanya dari puhak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah

dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penermaan.

2. Verzend theorie (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori

ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si

penawar.

3. Onvangs theorie (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut

teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan atau

sampai di alamat penawar.

48R. Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, ( Bandung: Alumni, 2010), hlm. 214.

49 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 15.
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4. Vernemings theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut

teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan

membaca surat penerimaan itu.50

Sebagian besar dari perjanjian-perjanjian ini selalu bersumber pada kata

sepakat, yaitu suatu “persetujuan” antara kedua belah pihak. Dari peristiwa tersebut

akan menimbulkan suatu peristiwa hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang

mengadakan perjanjian tersebut dan kedua belah pihak telah terikat oleh isi perjanjian

yang dibuatnya. Adapun bentuk dari perjanjian itu bisa tertulis dan secara lisan yang

berisi suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan.51

b. Adanya Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah bahwa subjek dalam

suatu perjanjian harus sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan sandiri

menurut ketentuan hukum. Cakap merupakan syarat umum untuk melakukan

perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak

dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu

perbuatan tertentu.52

Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUH Perdata, ada beberapa golongan orang

yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum,

yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua

puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.

50 R. Syahrani, op. cit., hlm. 215.

51 Ibid.

52 Ibid., hlm. 217.
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2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang

dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata

gelap dan boros.

3. Orang-orang perempuan

Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat

perjanjian-perjanjian tertentu. Namun dengan lahirnya Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan ketidakcakapan

perempuan dianggap tidak berlaku lagi karena kedudukan perempuan

bersuami dianggap sederajat dengan laki-laki dan cakap untuk melakukan

perbuatan hukum.53

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan adanya kecakapan untuk

membuat suatu perikatan, yaitu bahwa para pihak di dalam perjanjian tersebut

diharuskan :

1. Mampu untuk melakukan perbuatan hukum

2. Mampu melakukan perjanjian yang hendak dibuatnya

Dengan demikian, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini

mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya, bagi miliknya maupun

dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya54.

53 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 butir 1 dan 2 ,

LN No. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019.

54 R. Syahrani, op. cit., hlm. 218.
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c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu

perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek suatu

perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan

jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau

diperhitungkan.

Kemudian dalam Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa barang-barang

yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat

diperdagangkan.

Hal-hal tersebut sangat perlu diperhatikan oleh para pihak yang membuat

perjanjian, karena untuk dapat menentukan atau menetapkan kewajiban si berhutang

(debitur) apabila terjadi suatu perselisihan. Yang menjadi objek daripada suatu

perjanjian tidak selalu harus sudah ada pada saat perjanjian, akan tetapi bisa juga

belum ada.

d. Adanya Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu

perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu

perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau

terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan sebab dari suatu

perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Akhirnya Pasal 1337 KUH Perdata

menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.55

Lebih lanjut Subekti, menggolongkan keempat syarat untuk sahnya suatu

perjanjian tersebut ke dalam dua golongan, yaitu :

55 Ibid., hlm. 221.
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1. Syarat subjektif, yaitu untuk dua syarat yang pertama, krena kedua syarat

itu mengenai subjek daripada perjanjian.

2. Syarat objektif, yaitu untuk dua syarat yang terahkir, kerena kedua syarat

itu mengenai objek daripada perjanjian.56

Untuk sahnya suatu perjanjian, syarat-syarat tersebut di atas harus dipenuhi,

apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim

atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara

tidak bebas. Sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal

demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan

tidakpernah ada perikatan. Sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka

hakim (pengadilan).57

2. 1. 6. Jenis-Jenis Perjanjian

Dengan bermacam-macamnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya

maka hal ini juga berimbas kepada banyak peristiwa hukum yang terjadi, termasuk

kepada Hukuk Perjanjian yang kemudian berkembang dan semakin banyak jenisnya.

Jenis-jenis perjanjian sendiri dapat dibeda-bedakan jika ditinjau dari beberapa sudut,

yaitu:

a. Dari sudut hak dan kewajiban: perjanjian sepihak dan timbal balik.

b. Dari sudut imbalan antar pihak: perjanjian atas beban dan tanpa beban.

c. Dari sudut kemungkinan terlaksananya: perjanjian biasa dan untung-

untungan.

d. Dari sudut kekuatan yang mendasarinya: perjanjian kesepakatan dan nyata.

e. Dari sudut pengaturan masalah dalam perjanjian: perjanjian bernama dan

tak bernama.58

56 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 17.

57 Ibid., hlm. 20.

58 A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),

hlm.155.
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a. Dari Sudut Hak dan Kewajiban

Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut hak dan kewajiban dibagi atas dua

jenis, yaitu:

1. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian di mana hanya salah satu pihak saja

yang memiliki hak sedangkan pihak lainnya hanya mempunyai

kewajiban. Contohnya dalam perjanjian hibah, hadiah, atau wasiat.

2. Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian di mana masing-masing pihak

mempunyai hak dan kewajiban terhadap pihak lain. Contohnya

perjanjian sewa menyewa, di mana pihak penyewa memiliki hak untuk

menuntut hak sewa dan juga memiliki kewajiban untuk membayar uang

sewa. 59

b. Dari Sudut Imbalan Antar Para Pihak

Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut imbalan antar para pihak dibagi atas

dua jenis, yaitu:

1. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian di mana kedua belah pihak

masing-masing terbebani kewajiban terhadap pihak lain. Contohnya

perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

2. Perjanjian tanpa beban, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak

memberikan sesuatu kepada pihak lain tanpa imbalan atau kewajiban

apa pun ( secara cuma-cuma ). Contohnya hibah, hadiah, dan lain-lain. 60

c. Dari sudut Kemungkinan Terlaksananya

Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut kemungkinan terlaksananya dibagi

atas dua jenis, yaitu:

1. Perjanjian biasa, yaitu perjanjian yang pada dasarnya akan ditepati oleh

para pihak bila tidak ada sebab-sebab tertentu yang membatalkannya dan

59 Ibid.

60 Ibid.
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hal yang diperjanjikan sudah pasti. Contohnya perjanjian jual beli yang

sudah jelas baik hak dan kewajibannya, secara nyata pelaksanaan

perjanjian sudah jelas dalam perjanjian.

2. Perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang belum pasti terjadi

dan kalau terjadi dapat mendatangkan keuntungan atau mungkin juga

kerugian dan resiko bagi salah satu pihak. Contohnya perjanjian

spekulasi dagang dan perjanjian taruhan.61

d. Dari Sudut Kekuatan Yang Mendasarinya

Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut kekuatan yang mendasarinya dibagi

atas dua jenis, yaitu:

1. Perjanjian kesepakatan ( consensuel ), yaitu perjanjian yang baru terjadi

atas dasar kata sepakat atau persetujuan para pihak yang bersangkutan.

2. Perjanjian nyata ( riil atau tunai ), yaitu perjanjian yang terjadi di

samping berdasarkan kata sepakat juga telah terjadi berdasarkan suatu

perbuatan hukum yang telah dilakukan, misalnya dengan penyerahan

barang atau sejumlah uang sebelumnya dan sebagainya.62

e. Dari Sudut Tingkatan Kepentingannya

Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut tingkatan kepentingannya dibagi

atas dua jenis, yaitu:

1. Perjanjian primer ( utama ), yaitu perjanjian yang berisi hal-hal pokok

yang mengikat kedua belah pihak untuk dipenuhi.

2. Perjanjian sekunder ( tambahan ), yaitu perjanjian yang timbul kemudian

sehubungan dengan akibat adanya perjanjian primer. Contohnya

perjanjian hak untuk diprioritaskan sebagai penyewa jika hak sewa telah

61 Ibid., hlm. 156.

62 Ibid.
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habis berlakunya sebagai akibat perjanjian sewa menyewa ( perjanjian

primernya ).63

f. Dari Sudut Pengaturan Masalah Dalam Perjanjian

Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut pengaturan masalah dalam

perjanjian dibagi atas dua jenis, yaitu:

1. Perjanjian bernama, yaitu perjanjan yang telah ada dan dikenal secara

umum. Contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, kuasa nama, dan

lain-lain.

2. Perjanjian tak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian lainnya yang tidak

termasuk dalam perjanjian bernama dan diatur tersendiri ( perjanjian-

perjanjian khusus). Contohnya seperti beli sewa yang dibuat oleh para

pihak yang bersangkutan.64

2. 1. 7. Wanpretasi

Wanprestasi adalah kondisi dimana debitur tidak melakukan apa yang

dijanjikannya.65 Seorang debitur dikatakan wanprestasi jika ia melakukan hal-hal sebagai

berikut:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

c. melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat; dan

d. melakukan sesuatu yag menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.66

63 Ibid., hlm. 156-157.

64 Ibid., hlm. 157.

65 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 45

66 Ibid.
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Wanprestasi sendiri tidak berjalan secara otomatis, artinya walaupun salah satu

pihak tidsak melakukan prestasi sebagimana mestinya tak dapat pihak tersebut

dinyatakan wanpresasi. Salah satu sebab hal ini adalah seringkali dalam perjanjian tidak

dijanjikan dengan tepat kapan satu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang

dijanjikan.67 Jika hal demikian terjadi maka sebaiknya pihak yang merasa dirugikan

karena tidak atau belum terlaksananya prestasi memberikan peringatan bahwa jika tidak

memenuhi peringatan itu pihak yang wajib berprestasi dinyatakan lalai.68 Hal ini

sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: ” Debitur

dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus

dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Akan tetapi akta lalai juga tidak perlu digunakan dalam hal-hal tertentu, yaitu

dalam hal:

a. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;

b. debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;

c. debitur keliru dalam memenuhi prestasi;

d. ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum;

dan

e. jika debitur mengakui atau memeberitahukan bahwa dia dalam keadaan

wanprestasi.69

Jika wanprestasi telah benar-benar terbukti maka ada akibat-akibat hukum yang

dapat diberikan pada pihak yang melakukannya, yaitu:

a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh

kreditur ( Pasal 1234 KUH Perdata ). Ketentuan ini berlaku untu semua

perikatan.

67 Ibid.

68 Ibid., hlm. 46.

69 R. Setiawan, op. cit., hlm. 89.
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b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi darii satu pihak memberikan

hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian

lewat hakim ( Pasal 1266 KUH Perdata ).

c. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi ( Psal 1237

ayat (2) KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk

memberikan sesuatu.

d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim ( Pasal 181

ayat (1) HIR ). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan

perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian ( Pasal 1267 KUH

Perdata ). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.70

Dari adanya peristiwa wanprestasi yang dituduhkan kepada debitur muncul

kondisi dimana posisi debitur menjadi tidak seimbang lagi dengan kreditur. Untuk

mengatasi hal tersebut kemudian muncul hak-hak yang dapat digunakan oleh debitur

untuk menghidari dan membela dirinya dari tuduhan wanprestasi tersebut, ada tiga

bentuk pembelaan yang dapat digunakan oleh debitur, yaitu:

a. Mengajukan pembelaan bahwa kreditur juga telah lalai ( exceptio non

adimpleti contractus ). Pembelaan ini secara garis besar dapat dilihat dari

jenis perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian timbal balik ada suatu asas

yang mewajibkan para pihak untuk sama-sama melakukan

kewajibannya.71 Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, si pembeli

menuduh penjual melakukan wanprestasi karena terlambat menyerahkan

barangnya, sementara pada kenyataannya pembeli sendiri belum menepati

janjinya untuk membayar uang muka, ketentuan ini juga tertuang dalam

ketentuan Pasal 1478 KUH Perdata.

70 Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 24.

71 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm 57.
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b. Mengajukan pembelaan bahwa kresitur telah melepaskan haknya untuk

menuntut ganti rugi ( rechtverwerking ). Pembelaan ini lebih didasarkan

kepada sikap pihak kreditur yang disimpulkan oleh debitur bahwa kreditur

sudah tidak akan menuntut ganti rugi.72 Contoh pembelaan ini adalah

ketika seorang pembeli tidak melakukan teguran atau mengembalikan

barangnya walaupun didapati barang yang diterimanya dari debitur tidak

sesuai atau memiliki cacat yang tersembunyi, bahkan kemudian pembeli

memesan barang tersebut lagi. Dari sikap pembeli itu maka debitur

menyimpulkan bahwa kreditur telah puas dengan barang tersebut.

c. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa ( overmacht ). Secara

umum Overmacht sendiri disimpulkan sebagai keadaan tidak dapat

dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa bukan karena

kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat

diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.73 Overmacht atau

keadaan memaksa merupakan sebab lain dari terjadinya wanpretasi selain

kelalaian. Dalam kondisi ini maka debitur tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban.74 Pembelaan overmacht ini menurut Subekti

didasarkan kepada terpusatnya pikiran debitur kepada peristiwa ( bencana

alam atau kecelakaan ) yang sedemikian hebatnya sehingga membuat

debitur tidak mungkin menepati janjinya.75

Overmacht sendiri memiliki akibat-akibat yang berbeda tergantung pada

sebesar apa peristiwa yang dinyatakan overmacht tersebut memberi

dampak kepada perjanjian. Dari pengertian tersebut secara umum

72 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm 58.

73 Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 27.

74 Rahmat S.S. Soemadipradja , op. cit, hlm. 41.

75 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm 56.

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



Universitas Indonesia

34

kemudian muncul unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menyatakan suatu

peristiwa sebagai overmacht, unsur-unsur overmacht tersebut adalah:

1. Tidak terpenuhinya prestasi karena di luar kesalahan atau

kesengajaan debitur;

2. terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan

musnah;

3. peristiwa yang mendasari terjadinya overmacht tidak dapat

diduga sebelumnya;

4. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada

debitur; dan

5. debitur tidak beritikad buruk.76

Sebagai contoh pada kondisi overmacht yang bersifat tetap dimana

pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, maka akibat

yang ditimbulkan adalah batal atau berakhirnya perjanjian, konsekuensi

hal ini adalah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak

pernah terjadi perikatan. Tetapi jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya

untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum terjadinya peristiwa overmacht

maka harus ada pengembalian semua atau sebagian biaya dari pihak

lainnya. Sedangkan pada overmacht sementara unsur kesulitan-kesulitan (

difficulitas ) adalah dasarnya, artinya jika kesulitan-kesulitan sudah tidak

ada maka pemenuhan prestasi bisa dilakukan.77 Pada overmacht bersifat

sementara maka overmacht hanya mempunyai daya menangguhkan dan

kewajiban debitur untuk berprestasi hidup kembali ketika faktor

overmacht itu sudah tidak ada lagi.78Penjelasan mengenai overmacht

disini masih bersifat terbatas, lebih lanjut mengenai overmacht akan

disajikan tersendiri dalam BAB III.

76 Ibid.

77 Ibid., hlm. 38.

78 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 32.
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2. 2. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa

2. 2. 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa terkandung dalam ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata,

yang menyatakan bahwa: ”Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak

yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak

yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh

pihak tersebut terakhir itu.”

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sewa menyewa

terdiri dari unsur-unsur berupa:

a. Adanya barang tertentu yang disewakan.

b. Dalam waktu yang tertentu ( tidak untuk selamanya ).

c. Pada harga atau tarif tertentu.79

2. 2. 2. Kewajiban Penyewa dan Yang Menyewakan

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian timbal balik,

oleh karena itu baik penyewa maupun pihak yang menyewakan memiliki hak dan

kewajiban terhadap pihak lainnya. Pembagian kewajiban-kewajiban untuk penyewa dan

yang menyewakan adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Pihak Penyewa terdiri dari:

1. Memakai dan atau memeihara dengan baik barang yang disewanya ( Pasal

1560 KUH Perdata).

2. Membayar tarif sewa pada waktunya ( Pasal 1560 KUH Perdata ).

3. Memakai barang yang disewanya itu menurut tujuannya yang sebenarnya

dan semestinya ( Pasal 1560 KUH Perdata ).

79 A. Ridwan Halim, op. cit., hlm. 159.
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4. Tidak melakukan perubahan yang tetap terhadap barang yang disewa

tanpa seizin pemiliknya.

5. Tidak menyewakan lagi barang yang sedang disewanya kepada pihak lain,

kecuali bila yang disewa itu adalah sebuah rumah yang didiami sendiri

oleh penyewa, maka penyewa diperbolehkan menyewakan lagi sebagian

dari rumah itu, misalnya dengan menerima indekost atau sebagainya (

Pasal 1559 KUH Perdata).

6. Mengembalikan barang yang disewa itu kepada pemiliknya bila jangka

waktu sewanya telah berakhir dalam keadaan yang paling tidak sama

dengan keadaannya semula pada waktu barang itu mulai disewa.80

b. Kewajiban pihak yang menyewakan terdiri dari:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.

2. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk

keperluan yang dimaksud.

3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang

disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.81

2. 2. 3. Larangan-Larangan Bagi Pihak Yang Menyewakan

Larangan-larangan dalam perjanjian sewa menyewa bagi pihak yang menyewakan

tertuang dalam pasal 1579 dan 1555 KUH Perdata, yaitu:

1. Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan

hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah

diperjanjikan sebaliknya ( Pasal 1579 KUH Perdata ).

80 Ibid. hlm. 159-160.

81 Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasal 1550.
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2. Pihak yang menyewakan dilarang mengubah wujud maupun susunan barang yang

disewakan. Pengecualian hal ini adalah Pasal 1555 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa: ”Jika dalam masa sewa pada barang yang disewakan itu terpaksa diadakan

pembetulan-pembetulan yang tidak dapat ditunda sampai berakhirnya masa sewa,

maka penyewa harus menerimanya betapapun beratnya kesusahan yang

disebabkannya, dan meskipun selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu ia

terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan.”82

2. 2. 4. Penyewaan Ulang

Yang dimaksud penyewaan ulang adalah sewa yang seharusnya sudah selesai

namun dilanjutkan kembali, dalam hal ini baik penyewa maupun pihak yang

menyewakan adalah orang atau pihak yang sama. Terhadap hal ini ada dua kondisi yang

mungkin terjadi, penyewaan ulang tidak terjadi dan penyewaan ulang terjadi. Dalam hal

yang pertama hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1572 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa: ”Jika pihak yang satu.telah memberitahukan kepada pihak yang lain

bahwa ia berhak menghentikan sewanya, maka penyewa meskipun ia tetap menikmati

barang yang bersangkutan, tidak dapat mengemukakan adanya suatu penyewaan ulang

secara diam-diam.” Sementara kondisi kedua terjadi dapat dilihat dari ketentuan Pasal

1573 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: ” Jika setelah berakhir suatu penyewaan

yang dibuat secara tertulis, penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan

menguasainya, maka terjadilah suatu sewa baru, yang akibat-akibatnya diatur dalam

Pasal-pasal mengenai penyewaan secara lisan.” Selain berdasarkan Pasal 1573 KUH

Perdata penyewaan ulang tentunya dapat terjadi sesuai kesepakatan bersama antar para

pihak.83

82 Abu Tafsir,”Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah

dan Bangunan”, ( Tesis FHUI, Depok, 2006), hlm. 38-39.

83 Ibid., hlm. 41-43.
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2. 2. 5. Mengulangsewakan

Mengulangsewakan tidak sama dengan penyewaan ulang bahkan sangat berbeda,

mengulangsewakan berarti si penyewa menyewakan lagi barang yang disewa kepada

pihak lain, tetapi perjanjian sewanya dengan yang menyewakan masih dipertahankan.84

Jadi dalam kondisi ini si penyewa berlaku sebagai yang menyewakan terhadap

pihak lain ( pihak ketiga ) di luar izin pemilik barang yang sebenarnya ( yang

menyewakan ). Pengecualian hal ini hanya berlaku terbatas sebagaimana diatur dalam

Pasal 1559 KUH Perdata yaitu jika yang disewa itu adalah sebuah rumah yang didiami

sendiri oleh penyewa, maka penyewa diperbolehkan menyewakan lagi sebagian dari

rumah itu, misalnya dengan menerima indekost atau sebagainya.85

Dalam permasalahan ini perlu juga dilihat perbedaan antara mengulangsewakan

dengan melepaskan sewa. Pengertian mengulangsewakan berarti si penyewa bertindak

sendiri dalam suatu perjanjian sewa menyewa yang diadakannya dengan pihak ketiga.

Sedangkan melepaskan sewa berarti penyewa mengundurkan diri sebagai penyewa dan

menyuruh pihak ketiga untuk menggantikannya sebagai penyewa, jadi pihak ketiga

dalam hal ini berhadapan langsung dengan pihak yang menyewakan (pemilik objek

sewa).86

2. 2. 6. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pengaturan mengenai berakhirnya perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal

1570 sampai 1580 KUH Perdata. Namun secara umum sesuai ketentuan pasal 1548 KUH

Perdata, dimana salah satu unsur sewa menyewa adalah adanya jangka waktu, maka

secara umum sewa menyewa berakhir dengan jangka waktu tersebut.87 Hal ini juga sesuai

84 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 93.

85 Ibid., hlm. 43-45.

86 Subekti, Aneka Perjanjian, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995 ), hlm.46.

87 A. Ridwan Halim, op. cit., hlm. 161.
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dengan ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:”Jika sewa dibuat

dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah

lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu.”

Sementara jika sewa menyewa dibuat secara lisan saja maka berdasarkan Pasal

1571 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: ”Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan,

maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu

pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya

dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

Jadi dengan dasar jangka waktu itu yang menjadi tanda berakhirnya sewa

menyewa secara umum, namun jika ada kesepakatan lain dalam hal pengakhiran

perjanjian sewa menyewa pun tetap dimungkinkan. Hal ini karena adanya sifat terbuka

Hukum Perjanjian yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum

dan kesusilaan.88

Selain ketentuan-ketentuan yang menyatakan berakhirnya sewa menyewa dalam

pasal-pasal tersebut, dimana secara umum pengakhiran sewa menyewa didasarkan pada

jangka waktu tertentu dan kesepakatan para pihak, sebab lain yang bisa mengakhiri sewa

menyewa adalah ketika objek sewa tidak dapat dinikmati lagi oleh penyewa misalnya

karena hilang atau musnah. Kondisi ini terjadi baik karena ada unsur kesalahan maupun

tidak ada kesalahan dari para pihak. Jika ada unsur kesalahan atas kejadian tersebut maka

si pelaku yang menyebabkan objek perjanjian tersebut musnah seluruhnya dibebani

kewajiban untuk memikul segala kerugian dan kerusakan.89 Sementara pada kondisi

hanya sebagian objek sewa yang musnah diberikan pilihan bagi penyewa yaitu:

a. Meminta pengurangan harga sewa sebanding dengan bagian yang musnah.

88 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 13.

89 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, ( Bandung: Alumni, 1986 ), hlm. 234.
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b. Menuntut pembatalan perjanjian sewa.90

Kondisi berbeda terjadi ketika berakhirnya perjanjian sewa menyewa akibat

musnah atau hilangnya objek sewa tanpa ada kesalahan para pihak. Merujuk hal tersebut

maka disini akan dibicarakan mengenai overmacht dan risiko. Ketika terjadi overmacht

terjadi maka prestasi debitur dalam hal ini adalah pihak yang menyewakan tak dapat

terlaksana maka ada dua kondisi yang mungkin terjadi pada perjanjian dilihat dari segi

sifat overmacht yang terjadi, yaitu:

a. Overmacht objektif dan tetap, pada kondisi ini maka perikatan menjadi berakhir,

karena adanya unsur ketidakmungkinan melaksanakan prestasi lagi.

b. Overmacht subjektif dan sementara, pada kondisi ini terdapat dua pilihan, pertama

perjanjian tetap dilanjutkan dengan pertimbangan overmacht hanya bersifat

menunda pemenuhan prestasi. Kedua, jika prestasinya sudah tidak mempunyai

arti lagi bagi debitur, perikatannya menjadi gugur, dan perjanjian sewa menyewa

pun berakhir.91

Sementara pada permasalahan risiko yang dititikberatkan adalah pada masalah

pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul dari peristiwa overmacht tersebut.

Dalam sewa menyewa risiko diatur dalam Pasal 1553 KUH Perdata, yang menyatakan

bahwa: ” Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu

kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang

bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan,

akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa,

tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.”

Dari ketentuan tersebut, pernyataan gugur demi hukum menyebabkan masing-

masing pihak tidak dapat menuntut apa pun dari pihak lainnya, yang berarti kerugian

90 Ibid., hlm. 235.

91 Abdulkadir Muhammad, op. cit.,hlm. 32.
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akibat musnahnya barang yang disewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang

menyewakan.92 Selain itu terlihat pula bahwa baik overmacht maupun risiko dalam sewa

menyewa memiliki kesesuaian terhadap masalah berakhirnya perjanjian sewa menyewa,

yaitu dengan mendasarkan pada kondisi objek apakah musnah seluruhnya atau sebagian

saja, juga pada permasalahan kemampuan untuk berprestasi.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa berakhirnya perjanjian

sewa menyewa akibat peristiwa di luar kesalahan para pihak dapat ditinjau dari kondisi

objek perjanjian, jika objek perjanjian musnah seluruhnya maka perjanjian sewa

menyewa menjadi berakhir. Sementara jika objek perjanjian hanya sebagian musnah

maka dapat dilakukan pilihan untuk melanjutkan perjanjian atau memilih untuk diakhiri

perjanjiannya.

92 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 95.
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BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI OVERMACHT

3. 1. Pengertian Overmacht

Dalam bab sebelumnya telah dibahas secara singkat mengenai salah satu

pembelaan debitur yang dituduh melakukan wanprestasi, yaitu overmacht.Pengertian

overmacht atau keadaan memaksa tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dalam pasal

1244 dan 1245KUH Perdata. Dalam pasal 1244 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Jika

ada alasan untuk si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga,

bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksakannya perikatan itu atau tidak

tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak

terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad

buruk padanya.”

Kemudian dalam Pasal 1245 KUH Perdata disebutkan : “Tidaklah biaya rugi dan

bunga harus digantinya bila keadaan memaksa atau lantaran kejadian tidak disengaja si

berutang berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau

lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang terlarang.”

Menurut Rahmat S. S. Soemadipradja menyatakan bahwa, berdasarkan

pengaturan kedua pasal tersebut, dapat ditarik pengertian overmacht adalah suatu

keadaan dimana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau

melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian.93

Hal senada juga dinyatakan oleh Subekti yang menyatakan bahwa, overmacht

atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang

diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak terduga dan debitur tidak

93 Rahmat S.S. Soemadipradja, op. cit., hlm. 31.
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dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan itu.94

Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa isi kedua pasal sama hanya penilaian yang

lebih baik diberikan pada isi Pasal 1244 KUH Perdata karena dianggap paling tepat

menunjukkan overmacht.95

Dari pendapat-pendapat mengenai pengertian overmacht tersebut yang

berdasarkan pengaturannya pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa pengertian overmacht harus memenuhi unsur-unsur sebagai

berikut:

a. Tidak terpenuhinya prestasi karena di luar kesalahan atau kesengajaan debitur;

b. terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan musnah;

c. peristiwa yang mendasari terjadinya overmacht tidak dapat diduga sebelumnya;

d. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; dan

e. debitur tidak beritikad buruk.96

3. 2. Pengertian Risiko

Jika pada overmacht yang terjadi adalah tidak adanya pertanggungjawaban

terhadap peristiwa yang menyebabkan wanprestasi maka pada risiko perbedaanya adalah

ada pihak yang bertanggung jawab. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang

disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.97 Jadi jika dilihat

dari rumusan tersebut risiko dan overmacht memiliki hubungan yang erat, perbedaanya

adalah pada overmacht tidak ada pihak yang bisa diminta bertanggung jawab atas

kerugian, sementara pada risiko ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian di luar

kesalahan para pihak.

94 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm 55.

95 Ibid., hlm. 56.

96 Rahmat S.S. Soemadipradja, op. cit., hlm. 41.

97 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm. 59.
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Dasar dari ajaran risiko sebenarnya merupakan kelanjutan atau berpokok dari

terjadinya suatu peristiwa overmacht.98 Risiko dalam bagian umum Buku ke III KUH

Perdata hanya dapat ditemukan dalam satu pasal, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata yang

menyatakan: “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu

menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan

barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi

tanggungannya.”

Perkataan tanggungan dalam pasal tersebut menurut Subekti sama dengan risiko,

dari pengertian pasal tersebut lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa pasal ini lebih

ditujukan untuk perjanjian yang bersifat sepihak saja. Sementara pengaturan risiko pada

perjanjian timbal balik umumnya dapat ditemukan pada bagian khusus Buku ke III.

Beberapa pasal tersebut antara lain Pasal 1460 ( risiko dalam jual beli ), Pasal 1545 (

risiko dalam tukar menukar ), dan Pasal 1553 ( risiko dalam sewa menyewa ). 99

Pada Pasal 1460 disebutkan bahwa: “Jika barang yang dijual itu berupa barang

yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan

pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut

harganya.” Sementara Pasal 1545 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Jika barang

tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka

persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut

kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.”

Dari ketentuan kedua pasal tersebut terlihat ada perbedaan dalam hal pihak mana

yang memegang kewajiban terhadap risiko dari peristiwa overmacht, jika Pasal 1460

KUH Perdata lebih merujuk risiko berada pada kreditur, sementara Pasal 1545 KUH

Perdata lebih merujuk risiko ada pada masing-masing pihak.100 Subekti menyatakan

98 Ibid., hlm. 59.

99 Ibid., hlm. 59-60.

100 Ibid., hlm. 60.
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bahwa dari kedua pasal tersebut yang lebih tepat sebagai pedoman dalam hal tanggung

jawab dari risiko dalam perjanjian timbal balik lebih tepat merujuk Pasal 1545 KUH

Perdata.101 Dasarnya adalah sesuai dengan pengertian dari perjanjian timbal balik itu

sendiri yaitu bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban pada pihak

lainnya sehingga jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka

selayaknya pihak lainnya juga dibebaskan dari kewajibannya. Dengan demikian maka

ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata merupakan pengaturan mengenai risiko dalam

perjanjian timbal baik yang sudah tepat dan selayaknya yaitu dengan membebankan

risiko suatu barang kepada pemiliknya.102

Sementara pada Pasal 1553 KUH Perdata menenai risiko dalam perjanjian sewa

menyewa disebutkan bahwa: “jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam

masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi

hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat

memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta

pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.”

Dari pengaturan tersebut terlihat bahwa risiko dalam sewa menyewa juga selaras dengan

Pasal 1545 KUH Perdata yang membebankan risiko suatu barang kepada pemiliknya

masing-masing.103

Jadi dengan penjelasan tersebut maka tanggung jawab terhadap risiko dalam suatu

perjanjian dapat dibedakan berdasarkan jenis perjanjiannya, jika pada perjanjian sepihak

asasnya adalah pada satu pihak saja sementara pada perjanjian timbal balik ditujukan

kepada masing-masing pihak.

Dalam overmacht salah satu unsur terpenting adalah bahwa peristiwa tersebut

terjadi tanpa bisa diduga, sementara pada risiko ada sedikit perbedaan mengenai hal

101 Ibid., hlm. 60-61.

102 Ibid.

103 Ibid., hlm. 62.
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tersebut. Dalam risiko, jika debitur pada waktu menutup perjanjian sudah menduga atau

dapat menduga akan terjadi peristiwa yang dapat menghalangi prestasinya maka ia tidak

dapat mengemukakan overmacht sebagai dasar pembelaan.104 Lebih lanjut juga

dijelaskan oleh J. Satrio bahwa sekalipun ada halangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1444 KUH Perdata, dimana dalam peritiwa yang menghalangi kewajiban

berprestasi debitur dan tidak ada kesalahan dari debitur hal tersebut tetap menyebabkan

debitur menanggung segala kerugian.105

3. 3. Unsur-Unsur Overmacht

Unsur-unsur overmacht merupakan bagian yang harus dipenuhi untuk menyatakan

suatu peristiwa yang menyebabkan terhalangnya debitur melaksanakan prestasi di luar

kesalahannya. Unsur-unsur tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan KUH Perdata, antara

lain dalam Pasal 1244, 1245, dan 1444. Berdasarkan pengaturan overmacht dalam KUH

Perdata tersebut, maka unsur-unsur overmacht terdiri dari:

a. Tidak terpenuhinya prestasi karena di luar kesalahan atau kesengajaan debitur;

b. terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan musnah;

c. peristiwa yang mendasari terjadinya overmacht tidak dapat diduga sebelumnya;

d. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; dan

e. debitur tidak beritikad buruk. 106

a. Tidak Terpenuhinya Prestasi Karena Di Luar Kesalahan Atau Kesengajaan

Debitur

Dari unsur ini pernyataan di luar kesalahan atau kesengajaan debitur mempunyai

makna bahwa, para pihak baik debitur maupun kreditur telah melakukan upaya

104 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, ( Bandung: Alumni, 1993 ), hlm. 266.

105 Ibid.

106 Rahmat S.S. Soemadipradja, op. cit., hlm. 41.
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sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya perisitiwa tersebut.107 Dari penjelasan

tersebut maka dapat dilihat bahwa untuk menyatakan terjadinya overmacht harus

dibuktikan adanya upaya-upaya untuk mencegah hal itu terlebih dahulu hingga

tingkat yang sedemikian rupa (maksimal). Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa

bangunan, untuk menghindari peristiwa-peristiwa di luar dugaan seperti kebakaran

pihak debitur menyediakan fasilitas-fasilitas pencegahan seperti alat pemadam

kebakaran, pintu darurat, dan lain-lain.

Jadi jika dikaitkan dengan kemampuan berprestasi maka peristiwa overmacht

adalah peristiwa yang menyebabkan tertunda, terhalang, terhambat, atau tidak dapat

dilaksanakannya prestasi para pihak.108

b. Terdapat Peristiwa Yang Menyebabkan Objek Yang Diperjanjikan Musnah

Penjelasan mengenai unsur ini berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan

kondisi objek musnah seluruhnya dan musnah sebagian. Kedua hal ini harus

dibedakan karena akibat hukum yang ditimbulkan bisa sangat berbeda. Jika objek

perjanjian musnah selurunhya maka perjanjiannya menjadi gugur. Sementara jika

objek perjanjian hanya sebagian musnah maka dapat dilakukan pilihan untuk

melanjutkan perjanjian atau memilih untuk diakhiri perjanjiannya.109

Selain melihat kondisi objek perjanjian, hal lain yang bisa dijadikan acuan adalah

pada sifat overmacht itu sendiri, jika objek musnah seluruhnya maka secara umum ini

berarti overmacht bersifat tetap yang berakibat perjanjian menjadi berakhir,

sementara jika hanya sebagian musnah maka sifat overmacht adalah sementara yang

berakibat pemenuhan prestasi ditunda atau tetap dimintakan pembatalan perjanjian.

107 Ibid., hlm. 77.

108 Ibid.

109 Yahya Harahap, op. cit., hlm. 234-235.
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c. Peristiwa Yang Mendasari Terjadinya Overmacht Tidak Dapat Diduga

Sebelumnya

Unsur ini merupakan salah satu unsur yang cukup sering diperdebatkan karena

untuk menilai apakah suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai overmacht bukan

merupakan perkara yang tidak mudah. Untuk memperjelas unsur ini beberapa sarjana

hukum mencoba menafsirkan unsur tidak terduga, sebagai contoh seperti yang

dinyatakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, beliau menyatakan bahwa

pengetahuan kemungkinan terjadinya sesuatu di kemudian hari tidak cukup untuk

menganggap adanya hal dapat diduga lebih dulu, kecuali ada kepastian bahwa

peristiwa itu akan terjadi sehingga orang yang berpikiran sehat akan dapat

memperhitungkannya.110

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

tidak dapat diduga berarti harus menunjukkan peristiwa tersebut tidak secara pasti

akan terjadi dan terbatas pada kemungkinan-kemungkinan saja bahwa peristiwa itu

akan terjadi.

d. Peristiwa Tersebut Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Debitur

Unsur ini merupakan unsur yang bisa dijelaskan dengan dasar hubungannya

dengan unsur lain yaitu unsur tidak terpenuhinya prestasi karena di luar kesalahan

atau kesengajaan debitur. Dengan adanya kondisi demikian maka sangatlah wajar jika

peritiwa overmacht menyebabkan debitur tidak dapat diminta bertanggung jawab. Hal

ini juga berkaitan erat dengan permasalahan pembuktian sebab-sebab peristiwa yang

menimbulkan kerugian tersebut apakah ada unsur kesalahan atau tidak ada unsur

kesalahan dari debitur sebagai penyebab peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dalam

rumusan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata debitur wajib membuktikan bahwa

peristiwa yang menimbulkan kerugian atau terhalangnya debitur untuk berprestasi

110 Sri Soedewi Masjchun Sofwan , Hukum Perutangan Bagian A ,( Yogyakarta: Fakultas Hukum

Universitas Gajah Mada, 1980 ), hlm 21.
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terjadi tanpa ada kesalahan darinya. Selain itu pula debitur perlu juga untuk

membuktikan tidak ada itikad buruk darinya. 111

e. Debitur Tidak Beritikad Buruk

Unsur ini merupakan unsur yang lebih menunjukkan perlunya pembuktian adanya

itikad baik dari debitur untuk melaksanakan prestasi namun hal tersebut tidak

terlaksana karena peristiwa di luar kesalahannya. Untuk menilai apakah debitur tidak

beritikad buruk maka perlu dilihat mengenai asas itikad baik pula. Itikad baik

memiliki dua pengertian yaitu:

a. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam

melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap

batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam

arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUH Perdata.

b. Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus

didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat

dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dimana hakim diberikan suatu

kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai

pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan.

Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah

satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa

kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan

memperhatikan norma-norma yang berlaku.112

Dengan berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat membuktikan debitur tidak

beritikad buruk maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah: (i) niat dan sikap batin,

111 J. Satrio, op. cit., hlm. 267.

112 M. Hariyanto, loc.cit.
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(ii) debitur berupaya melaksanakan perjanjian dengan patut dan adil, dan (iii) harus

ada keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian.

3. 4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Overmacht

Faktor-faktor penyebab terjadinya overmacht dapat berupa banyak hal, namun

faktor-faktor penyebab tersebut dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi lima,

yaitu:

a. Keadaan alam, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang disebabkan oleh

keadaan alam yang tidak dapat terduga dan dihindari oleh setiap orang karena

bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Contoh-contoh hal ini antara lain: (i)

banjir, (ii) longsor, (iii) gempa bumi, (iv) gunung meletus, dan sebagainya.

b. Keadaan darurat, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang disebabkan oleh

situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan

berlangsung singkat, tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Contoh-contoh hal ini

antara lain: (i) peperangan, (ii) kerusuhan massa, (iii) pemogokan, (iv) terorisme,

dan sebagainya.

c. Keadaan ekonomi, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang disebabkan oleh

adanya situasi ekonomi yang berubah, ada kebijakan eknomi tertentu, atau

segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi. Contoh-contoh hal ini

antara lain: (i) perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-

undangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya

prestasi, dan (ii) timbulnya gejolak moneter yang menimbulkan kenaikan biaya

bank dan sebagainya.

d. Kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang

disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah

seperti perubahan perundang-undangan atau penerapan kebijakan baru yang

berdampak pada pemenuhan prestasi yang sedang berlangsung. Contoh hal ini
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adalah, kebijakan pemerintah karena ada peraturam daerah yang melarang

masuknya obyek perjanjian ke daerah tersebut.

e. Keadaan teknis yang tak terduga, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang

disebabkan oleh peristiwa rusaknya atau berkurangnya fungsi peralatan teknis

atau operasional yang berperan penting bagi kelangsungan proses produksi suatu

perusahaan, dan hal tersebut tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya. Contoh

hal ini adalah tidak bekerjanya mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan

perusahaan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi.113

3. 5. Jenis-Jenis Overmacht

Dengan berkembang dan semakin luasnya konsep-konsep mengenai overmacht

maka hal ini juga berimplikasi terhadap jenis-jenis overmacht yang ada, pembagian-

pembagian jenis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan subjeknya, yaitu: overmacht obyektif dan overmacht subjektif.

b. Berdasarkan objeknya, yaitu: overmacht lengkap dan overmacht sebagian.

c. Berdasarkan sifatnya, yaitu: overmacht tetap dan overmacht sementara.114

a. Jenis Overmacht Berdasarkan Subjeknya

1. Overmacht objektif, pada overmacht ini pemenuhan prestasi tidak

mungkin dilakukan oleh siapa pun. Dasar ajaran ini adalah

ketidakmungkinan ( impossibilitas ). Dalam overmacht objektif maka

yang menjadi ukuran adalah bukan hanya debitur tidak dapat berprestasi

tapi siapa pun orangnya secara umum takkan bisa berprestasi akibat

kondisi memaksa tersebut.115 Sebagai contoh misalnya dalam perjanjian

jual beli rumah, barang yang diperjanjikan musnah karena ada peristiwa

113 Rahmat S.S. Soemadiparadja, op. cit., hlm. 41-42.

114 Ibid., hlm. 42-43.

115 J. Satrio, op. cit., hlm. 255.
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bencana alam seperti gempa bumi yang menyebabkan rumah tersebut

lenyap ( musnah seluruhnya ), kondisi ini secara logis dapat dikatakan

sebagai suatu kondisi yang tak mungkin diatasi oleh siapa pun bukan

hanya oleh debitur sendiri.

2. Overmacht subjektif, dalam hal ini overmacht hanya menimbulkan

kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu, dan lebih menyangkut

kemampuan debitur sendiri. Dasar ajaran ini adalah kesulitan-kesulitan (

difficulitas ). Menurut Vollmar dalam kondisi ini artinya debitur masih

bisa melakukan prestasi , tetapi prestasinya hanya dapat diberikan dengan

pengorbanan yang besar sekali dan tidak seimbang. 116 Selain melihat

pengorbanan yang perlu dilakukan untuk memenuhi prestasi itu juga perlu

diperhatikan apakah prestasi tersebut masih bermanfaat untuk kreditur,

jika sudah tidak berarti lagi maka tentunya lebih baik dibatalkan saja.

b. Jenis Overmacht Berdasarkan Objeknya

1. Overmacht lengkap, artinya suatu persitiwa yang dianggap overmacht

memberi dampak berupa keseluruhan prestasi tidak dapat dipenuhi oleh

debitur. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah, terjadi

kebakaran yang memusnahkan seluruh bagian rumah termasuk halaman,

sehingga dalam hal ini objek sewa tidak dapat dinikmati lagi dan

prestasinya pun tidak dapat dipenuhi.

2. Overmacht sebagian, artinya suatu persitiwa yang dianggap overmacht

memberi dampak berupa hanya sebagian dari prestasi debitur yang tidak

dapat dipenuhi.117 Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah,

terjadi kebakaran pada beberapa bagian rumah saja, sehingga dalam hal ini

116 Ibid., hlm. 261.

117 Rahmat S.S. Soemadiparadja, op. cit., hlm. 43.
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hanya sebagian prestasi saja yang terhalang untuk dilakukan dan bagian

lainnya dari prestasi masih mungkin dilakukan.

c. Jenis Overmacht Berdasarkan Sifatnya

1. Overmacht tetap, artinya overmacht yang mengakibatkan suatu perjanjian

terus-menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanankan atau tidak

dapat dipenuhi sama sekali. Dalam keadaan yang demikian itu, secara

otomatis keadaan memaksa itu mengakhiri perikatan karena tidak

mungkin dapat dipenuhi.

2. Overmacht sementara, artinya overmacht yang mengakibatkan

pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan

semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak

berhenti ( tidak batal ), melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda.

Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi dapat

diteruskan.118 Perihal overmacht sementara ini juga sering kali

diperdebatkan dengan masalah jangka waktu penundaan pelaksanaan

prestasi, karena bisa saja dalam selang waktu itu terdapat perubahan-

perubahan kondisi yang bisa membuat debitur menderita kerugian yang

lebih besar atau dengan kata lain pelaksanaan prestasi dapat dilakukan

tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau

menimbulkan biaya kerugian yang besar sekali bagi debitur.119

3. 6. Pembuktian Dalam Overmacht

Pembuktian terhadap overmacht merupakan suatu proses untuk menunjukkan

bahwa terhalangnya debitur dalam berpestasi karena di luar kesalahannya. Overmacht

118 Ibid.

119 Ibid.
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sebagai salah satu bentuk pembelaan dari debitur yang dianggap lalai juga berarti

memberikan beban kepada debitur untuk membuktikan overmacht tersebut. Dari rumusan

Pasal 1244 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk menghindari dari kewajiban ganti rugi

karena debitur tidak melaksanakan prestasi maka harus dibuktikan bahwa tidak

terlaksananya prestasi karena peristiwa di luar kesalahannya atau overmacht. Hal-hal

yang wajib dibuktikan oleh debitur jika menggunakan overmacht sebagai pembelaannya

adalah:

a. Ia tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan berpretasi; dan

b. halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya.120

Sementara itu karena adanya asas itikad baik yang selalu dipersangkakan ada,

maka menjadi kewajiban kreditur untuk membuktikan bahwa debitur mempunyai itikad

buruk dalam persitiwa yang dinyatakan oleh debitur sebagai overmacht.121 Sementara

jika menurut Pasal 1444 KUH Perdata, jika unsur salah dalam musnahnya objek prestasi

dapat dibuktikan oleh kreditur, menurut ketentuan maka debitur harus dapat

membuktikan bahwa jika objek prestasi diserahkan dengan baik, barang tesebut akan

musnah juga, hal ini sesuai dengan ketetntuan Pasal 1444 KUH Perdata.122

Dengan demikian maka telah jelas bahwa sebagai pihak yang mendalilkan

overmacht, debitur juga diberi beban untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut,

sementara sebagai upaya perlindungan hukum pula bagi kreditur, diberi pula hak kreditur

untuk membuktikan bahwa hal-hal yang di dalilkan oleh debitur terkait peritiwa

overmacht tersebut tidaklah benar.

120 Ibid., hlm 268.

121 Ibid

122 Ibid.
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3. 7. Akibat-Akibat Hukum Dari Overmacht

Terjadinya peristiwa overmacht menimbulkan suatu akibat hukum baik terhadap

perikatan maupun terhadap risiko yang harus dihadapi oleh para pihak dalam

perjanjian.123 Pengaturan akibat terjadinya overmacht jika menurut ketentuan Pasal 1245

KUH Perdata membawa akibat hukum berupa debitur tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban atas biaya, kerugian, dan bunga.124 Sementara menurut Pasal 1444

KUH Perdata akibat hukum yang timbul adalah hapusnya perikatan dengan syarat barang

atau objek perjajian musnah.125

Dari ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya masih terlihat adanya keterbatasan

dalam hal ruang lingkup overmacht sendiri yang telah berkembang, oleh karena itu mucul

doktrin-doktrin dari para sarjana hukum yang dikemukakan bersifat lebih luas.126 Akibat-

akibat hukum dari overmacht menurut doktrin para sarjana hukum sendiri lebih luas

karena sebagian besar membeda-bedakan akibat-akibat hukum overmacht berdasarkan

jenis ovemacht yang terjadi maupun jenis perjanjiannya.

a. Akibat-Akibat Overmacht Objektif dan Tetap

Pada jenis overmacht ini akibat-akibat hukum yang timbul adalah:

1. Perikatan berakhir.

2. Pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi

perikatan.

3. Jika salah satu pihak telah menerima biaya dari pihak lainnya untuk

melaksanakan perjanjian maka pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya

123 Ibid., hlm. 47.

124 Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasal 1245 KUH Perdata.

125 Ibid., Pasal 1444 KUH Perdata.

126 Rahmat S.S. Somadipradja, op.cit., hlm. 47.
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bisa memerintahkan pengembalian sebagian atau seluruhnya atas biaya-

biaya tersebut.127

Akibat-akibat hukum dari overmacht ini dapat disimpulkan dari kondisi yang

terjadi pada prestasi maupun objek perjanjiannya. Dalam overmacht objektif dan

tetap maka yang menjadi ukuran adalah bukan hanya debitur tidak dapat berprestasi

tapi orang secara umum pun takkan bisa berprestasi akibat kondisi memaksa

tersebut.128

b. Akibat-Akibat Overmacht Subjektif dan Sementara

Pada jenis overmacht ini akibat-akibat hukum yang timbul adalah:

1. Overmacht atau keadaan memaksa hanya mempunyai daya menangguhkan

dan kewajiban berprestasi hidup kembali jika keadaan memaksa itu sudah

tidak ada lagi.

2. Jika prestasinya sudah tidak mempunyai arti lagi bagi debitur, perikatannya

menjadi gugur.

3. Pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya.129

Akibat-akibat hukum pada overmacht ini didasarkan pada kondisi prestasi

perjanjian dimana prestasi hanya tertunda karena overmacht itu hanya bersifat

sementara, contohnya jika dalam suatu perjanjian sewa menyewa rumah terjadi

kebakaran dan rumah itu sendiri telah diasuransikan maka overmacht dapat bersifat

sementara saja walaupun objeknya musnah. Hal ini terjadi karena asuransi

mempunyai tujuan atau manfaat untuk mengalihkan risiko yang ditimbulkan dari

peristiwa-peritiwa yang tidak diharapkan kepada pihak lain ( penyelenggara usaha

127 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 32.

128 J. Satrio, op. cit., hlm. 255.

129 Ibid.
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perasuransian atau perusahaan asuransi ) untuk mengganti kerugian.130 Dengan dasar

itu maka jika suatu obyek perjanjian musnah maka oleh penanggung ( perusahaan

asuransi ) obyek tersebut akan diganti baik sebagian atau seluruhnya. Oleh karena itu

maka dapat dikatakan bahwa prestasi hanya tertunda sementara hingga perusahaan

asuransi mengganti obyek tersebut.

c. Akibat- Akibat Overmacht Untuk Sebagian Perjanjian

Overmacht dalam hal ini berarti hanya sebagian dari perjanjian saja yang berlaku,

tidak untuk seluruhnya.131 Oleh karena itu hanya sebagian prestasi saja yang tidak

bisa dilakukan, baik itu bersifat tetap untuk sementara waktu. Pada jenis overmacht

ini akibat-akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Secara umum kreditur dapat menuntut untuk pemenuhan prestasi yang lain

( prestasi dalam perjanjian yang tidak terhalang overmacht ).

2. Jika overmacht sifatnya tetap, perikatan yang terkena overmacht yang

hapus, sedang bagian lainnya tetap mengikat.

3. Jika overmacht bersifat sementara, pemenuhan prestasi yang terkena

overmacht ditunda sementara hingga overmacht itu berakhir atau telah

lewat yang selebihnya wajib dijalankan sebagaimana seharusnya.132

d. Akibat-Akibat Overmacht Dalam Perjanjian Sepihak

Jika overmacht tetap terjadi dalam perjanjian sepihak seperti hibah, maka

overmacht menimbulkan kerugian hanya untuk penerima hibah. Sementara untuk

overmacht yang bersifat sementara maka hal itu hanya menunda pelaksanaan untuk

130 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004 ), hlm. 8.

131 M. Yahya Harahap, op. cit., hlm. 97.

132 Ibid.
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sementara, dan kerugian yang terjadi selama penundaan menjadi tanggung jawab

kreditur.133

e. Akibat-Akibat Overmacht Dalam Perjanjian Timbal Balik

Pada perjanjian timbal balik akibat-akibat overmacht yang terjadi adalah:

1. Jika jenis overmacht tetap, dengan sendirinya perjanjian menjadi gugur.

Para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah perjanjian tidak

pernah ada, dan gugur pula kewajiban para pihak pada pihak lainnya.

2. Jika jenis overmacht sementara, maka yang terjadi adalah penundaan

prestasi para pihak hingga overmacht itu berakhir.134

133 Ibid., hlm. 97-98.

134 Ibid., hlm. 98.
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BAB 4

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA AKIBAT PERISTIWA DI LUAR

KESALAHAN PARA PIHAK

( ANALISA KASUS ANTARA PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.

MELAWAN PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA )

4. 1. Para Pihak

Sebelum menjelaskan para pihak dalam kasus yang akan dibahas perlu

diketengahkan bahwa dalam Hukum Perdata subjek hukum dapat terbagi menjadi dua

yaitu pribadi kodrati ( manusia ) dan pribadi hukum ( pribadi ciptaan manusia ).135 Secara

khusus perihal mengenai pribadi hukum dewasa ini lebih dikenal dengan nama badan

hukum. 136 Salah satu bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia adalah Perseroan

Terbatas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan singkat ini menggambarkan kondisi

pada kasus yang akan dianalisa, karena para pihak dalam kasus ini berbentuk badan

hukum yaitu Perseroan Terbatas ( PT ).

Pihak pertama adalah penggugat yaitu PT. Matahari Putra Prima Tbk., penggugat

dalam kasus ini berkedudukan sebagai kreditur atas hak menyewa ruang gedung milik

tergugat. Penggugat beralamat di Menara Matahari, Jalam Bulivar Palem Raya No. 7,

Lippo Karawaci, Tangerang, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yan Apul

S.H., yang berkantor pada Yan Apul dan Rekan, beralamat di Gedung Menara Thamrin

lantai 21 Suite 2102, Jalan M. H. Thamrin kavling 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Kuasa Nomor 1537/ YAR/ SK/ XI/ 04, tanggal 4 November 2004.

135 Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia, ( Jakarta: Ind-Hill-Co, 2003 ), hlm. 36.

136 I.G. Rai Widjaya, op.cit., hlm. 22.
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Pihak kedua adalah tergugat yaitu PT. Bogor Internusa Plaza ( dahulu PT. Bogor

Internusa Graha Hotel ), tergugat dalam kasus ini berkedudukan sebagai debitur pemilik

ruang gedung yang disewa oleh penggugat. Tergugat beralamat di Jalan Pajajaran No. 27

Bogor, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Hukum

Mochasili dan Chaidir, yang berkantor di Wisma Arya Kencana lantai 2, Jalan Kemang

Raya No. 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2005.

kemudian terjadi penggantian kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

Yapto Soeryosoewarno S.H., & Assocciate, yang beralamat di Jalan H. Someli, No. 31,

Jakarta 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/ SK/ JSS. A/ II/ 05,

tertanggal 28 Februari 2005.

4. 2. Kasus Posisi

Kasus ini bermula ketika PT. MPP dan PT. BIP mengadakan perjanjian sewa

menyewa ruangan pada gedung Pangrango Plaza ( sebelumnya bernama gedung PT.

Bogor Internusa Graha Hotel kemudian diganti menjadi Pusat Pembelanjaan Bogor

Internusa ). Kedua belah pihak kemudian melakukan beberapa perjanjian sewa menyewa,

secara keseluruhan PT. MPP menyewa ruangan di lantai 1 dan 2 gedung tersebut (

gedung tersebut terdiri dari empat lantai ). Perjanjian-perjanjian sewa yang mereka buat

adalah:

a. Perjanjian sewa menyewa No. 51, objek sewa adalah ruangan lantai 1 No. 245.

Masa sewa terhitung sejak tanggal 1 November 1986 sampai dengan 1 April

2013. Harga sewa telah dibayar lunas oleh PT. MPP.

b. Perjanjian sewa menyewa No. 86, objek sewa ruangan lantai 1. Masa sewa

terhitung sejak tanggal 31 Juli 1989 sampai dengan 31 Juli 2012. Harga sewa

telah dibayar lunas oleh PT. MPP.

c. Perjanjian sewa menyewa No. 16, objek sewa adalah lantai 1. Masa sewa

terhitung sejak 15 Oktober 1993 sampai dengan 31 Juli 2012. Harga sewa telah

dibayar lunas oleh PT. MPP.
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d. Perjanian sewa menyewa No. 67, objek sewa adalah lantai 2. Masa sewa

terhitung sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 31 Juli 2012. Harga sewa telah

dibayar lunas oleh PT. MPP.

e. Perjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa No. 66, antara PT. MPP

dengan PT. Toko Gunung Agung. Pengalihan hak sewa kepada PT. MPP berupa

sebagian ruangan di lantai 2 No. 301. Harga sewa telah dibayar lunas oleh PT.

MPP.

f. Perjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa No. 20, antara PT. MPP

dengan Idawati Wiguna. Pengalihan hak sewa kepada PT. MPP untuk ruangan

di lantai 2 No. 305. Harga sewa telah dibayar lunas oleh PT. MPP.

g. Perjanjian sewa menyewa No. 147/ B-2/ BI/ IX/ 95. Objek sewa adalah koridor

atau dapur lantai 2 Top Floor. Harga sewa telah dibayar lunas oleh PT. MPP.

Secara keseluruhan PT. MPP telah memenuhi segala kewajibannya terkait

permasalahan harga sewa dan selaku kreditur atas hak sewa PT. MPP juga telah dapat

menikmati objek sewa, namun pada tanggal 26 Februari 1996 ketika gedung belum

beroperasi terjadi peristiwa kebakaran pada sebagian lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2.

dengan adanya peristiwa tersebut maka PT. MPP tidak dapat menikmati objek sewa.

Terhadap peristiwa ini PT. MPP menyikapinya dengan merujuk ketentuan Pasal 17

Perjanjian No. 51 jo Pasal 15 Perjanjian No. 16 jo Pasal 15 Perjanjian No. 67, yang

menyatakan bahwa:

a. Pihak pertama ( PT. BIP ) berkewajiban mengasuransikan atas biayanya sendiri

seluruh gedung pusat perbelanjaan dimana ruangan yang deisewakan dengan

akta ini berada di dalamnya, sedangkan barang-barang pihak kedua ( PT. MPP )

yang ada di dalam ruangan yang disewanya tersebut menjadi tanggungan dan

bebannya pihak kedua sendiri untuk mengasuransikannya;

b. Pihak kedua tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan karena

kesalahan atau cacat struktur, mutu bahan, dan atau tehnik pembuatan dari

gedung dimana ruangan yang disewakannya tersebut berada;
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c. Bilamana kerusakan atau kebakaran terjadi karena sebab-sebab yang berada di

luar kekuasaan manusia, gempa bumi, salah konstruksi atau bencana alam, maka

pihak pertama atas biayanya sendiri berkewajiban memperbaikinya sehingga

kembali seperti semula, dengan ketentuan bahwa bilamana selama dilakukan

perbaikan tersebut pihak kedua tidak dapat menempati atau mempergunakan

ruangan yang disewakannya tersebut, maka jangka waktu sewa dalam perjanjian

ini dianggap diperpanjang untuk selama jangka waktu diperlukan untuk

perbaikan-perbaikna tersebut, dengan catatan tidak melampaui batas waktu

pengelolaan atau perpanjangannya yang diperoleh pihak pertama dari

Pemerintah Daerah.

Setelah peristiwa kebakaran tersebut PT. BIP kemudian membangun kembali

gedung tersebut dengan bantuan dari klaim asuransi yang didapatnya. Gedung yang

menjadi obyek sewa sendiri kemudian dibangun kembali dan diperbesar menjadi tujuh

lantai dan pembangunan sendiri selesai pada tahun 2003. Permasalahan kemudian

muncul ketika PT. MPP tidak dapat menempati sebagian objek sewa ( lantai 1 ) karena

ternyata PT. BIP telah menyewakan objek sewa kepada pihak lain selain itu pula lantai 1

juga telah dirubah bentuknya menjadi kios-kios kecil yang tidak sesuai dengan

peruntukkan bagi PT. MPP. Dengan adanya hal ini maka PT. MPP yang masih memiliki

hak sewa merasa dirugikan dan mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi kepada

PT. BIP di Pengadilan Negeri Bogor dengan tuntutan-tuntutan berupa:

a. Pada pokok perkara ( primer ):

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

2. Menyatakan batal perjanjian-perrjanjian yang telah dibuat antara

pengugat dan tergugat.

3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi, pengembalian sisa uang

sewa, dan membayar kerugian immateril.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

upaya hukum lain dari tergugat.
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6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

b. Pada pokok perkara ( subsidair ):

1. Ex aequo et bono.

Pihak tergugat ( PT. BIP ) menanggapi gugatan tersebut dengan menyatakan

pembelaan bahwa penggugat ( PT. MPP ) harusnya bertanggungjawab atas peristiwa

kebakaran tersebut. Dua hal yang menjadi alasan tergugat menyatakan hal tersebut

adalah:

a. Sumber kebakaran terjadi di ruangan yang disewa oleh penggugat.

b. Adanya Laporan MABES POLRI Nomor: LAB. 551. FKF/ 1996, tanggal 5

Agustus 1996. laporan tersebut menyatakan kebakaran berasal dari ruang terbuka

yang disewa oeh penggugat, dan pada saat kebakaran pintu darurat sulit untuk

dibuka karena terhalang oleh barang-barang milik penggugat.

Penggugat kemudian menanggapi gugatan balik tersebut dengan menyatakan

bahwa persitiwa tersebut terjadi di luar kesalahannya. Selain itu ditambahkan pula bahwa

tidak ada bukti kuat yang menunjukkan penggugat yang menyebabkan peristiwa tersebut

karena terjadinya pada saat gedung belum beroperasi. Hingga pada akhirnya kasus ini

diputuskan pada tingkat kasasi bahwa kebakaran tersebut terjadi di luar kesalahan para

pihak dan akhirnya diputuskan bahwa PT. BIP melakukan wanprestasi dan perjanjian

keduanya batal. Sementara di tingkat Penijauan Kembali ( PK ), kasus ini ditolak karena

lewatnya waktu pengajuan PK oleh PT. BIP.

4. 3. Pertimbangan Majelis Hakim

Secara garis besar petimbangan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri yang

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok kasus ini dapat terbagi menjadi dua,

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



Universitas Indonesia

64

yaitu untuk gugatan penggugat ( kopensi ) dan gugatan balik dari tergugat ( rekopensi ).

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

a. Dalam Kopensi

1. Permasalahan pokok dari kasus ini adalah pidana.

2. Permasalahan yang timbul adalah tergugat menawarkan kepada

penggugat untuk menempatkan penggugat di lantai 2, 3, dan 4.

Sedangkan penggugat tetap bertahan pada perjanjian sewa menyewa

yaitu di lantai 1 dan 2.

3. Pemindahan dilakukan tergugat kepada penggugat karena konstruksi

bangunan telah berubah sehingga tidak dimungkinkan bagi penggugat

ditempatkan di lantai 1.

4. Penggugat ingin bertahan di lantai 1 dan 2 karena ini sesuai dengan

strategi penjualan dari penggugat.

5. Bahwa menurut tergugat penyebab kebakaran adalah karena kesalahan

penggugat, jadi seharusnya penggugat tidak ”macam-macam” dan

memenuhi apa yang diatur oleh tergugat.

6. Bahwa sebaliknya penggugat menyatakan bahwa penyebab kebakaran di

luar kesalahannya.

7. Menurut majelis bukti yang kuat dan formal adalah Putusan Pengadilan.

Sementara itu belum ada Putusan Pengadilan ( khusunya pidana ) yang

telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan penggugat bersalah

sebagai penyebab kebakaran. Dengan demikian, alasan penggugat

sebagai penyebab kebakaran belum terbukti.

8. Bahwa untuk mengakhiri perjanjian ( di luar waktu yang ditentukan ),

harus berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Apabila

salah satu pihak saja yang ingin mengakhiri perjanjian tanpa ada

persetujuan pihak lainnya, ini tidak dibenarkan.

9. Majelis menimbang, bahwa perjanjian tersebut belum dicabut oleh para

pihak, walaupun terputus pada tahun 1996 karena ada kebakaran, namun

perjanjian tersebut tetap berlaku dan berakhir pada tahun 2013.
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10. Karena penggugat tidak setuju dengan penawaran pemindahan lokasi

sewa, maka menurut majelis masih berlaku perjanjian yang lama. Bahwa

penggugat tidak menerima penawaran baru dari tergugat hal itu

merupakan hak dari penggugat.

11. Menurut majelis terbukti bahwa tergugat melakukan wanprestasi, karena

tergugat akan melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak

sebagaimana dijanjikan, yaitu perjanjiannya di lantai 1 dan 2, tapi

tergugat ingin di lantai 2, 3, dan 4.

12. Menurut majelis, bahwa pembatalan merupakan salah satu akibat hukum

akibat adanya pihak yang melakukan wanprestasi. Oleh karena itu,

karena majelis berpendapat sudah tidak ada titik temu antara penggugat

dan tergugat, maka perjanjian itu tidak akan berguna dan sia-sia. Dengan

demikian perjanjian-perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan

tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

13. Menurut majelis, bahwa yang tidak menjadi masalah hanya di lantai 1,

jadi pertimbangan ganti rugi khusus di lantai 1 saja.

14. Menurut majelis, bahwa sisa uang sewa yang dikembalikan juga khusus

di lantai 1 saja. Perihal ganti rugi dan bunga didasarkan pada

perhitungan yang mendekati rii dari kerugian yang diakui oleh

penggugat.

15. Menurut majelis, bahwa sita jaminan terhadap ruangan lantai 1 dan 2

Gedung Bogor Internusa dinyatakan sah dan berharga.

16. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum

tergugat membayar biaya perkara.

b. Dalam Rekopensi

1. Menurut keterangan saksi-saksi, tempat tergugat rekopensi ( penggugat

kopensi ), merupakan asal menjalarnya api.

2. Menurut majelis, bukti-bukti ini harus ditambah lagi dan untuk

memperjelas, seharusnya ada proses pidana sehingga jelas siapa yang

salah.
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3. Menurut majelis, karena bukti-bukti yang diajukan belum sempurna,

maka atas tuntutan rekopensi ini majelis berpendapat haruslah ditolak

dan dibebankan kepada penggugat rekopensi untuk membayar biaya

perkara.

4. 4. Analisa Kasus PT. Matahari Putra Prima Tbk. Melawan PT. Bogor Internusa

Plaza

4. 4. 1. Peristiwa Kebakaran Sebagai Bentuk Peristiwa di Luar Kesalahan Para

Pihak

Penjelasan mengenai kasus di atas pada dasarnya bertitik tolak pada permasalahan

peristiwa kebakaran dan wanprestasi yang terjadi. Peristiwa kebakaran dalam kasus ini

didalilkan dengan sebab yang berbeda oleh masing-masing pihak. Tergugat menyatakan

bahwa kebakaran tersebut terjadi karena kesalahan penggugat, sementara penggugat

menyatakan bahwa peristiwa itu di luar kesalahannya atau dalam kata lain termasuk

overmacht. Dalam persidangan tergugat mendalilkan hal tersebut karena dua alasan yaitu:

a. Sumber kebakaran terjadi di ruangan yang disewa oleh penggugat.

b. Adanya Laporan MABES POLRI Nomor: LAB. 551. FKF/ 1996, tanggal 5

Agustus 1996. laporan tersebut menyatakan kebakaran berasal dari ruang terbuka

yang disewa oeh penggugat, dan pada saat kebakaran pintu darurat sulit untuk

dibuka karena terhalang oleh barang-barang milik penggugat.

Jika dilihat dari alasan-alasan tersebut dan disesuaikan dengan pendapat Majelis

Hakim , terdapat kelemahan-kelemahan yang menyebabkan dalil-dalil tersebut tidak

dibenarkan. Kelemahan pertama adalah mengenai sumber peristiwa kebakaran,

walaupun dalam persidangan telah terbukti memang benar kebakaran bermula dari

ruangan yang disewa oleh penggugat namun hal ini tidak menunjukkan bahwa ada unsur

kelalaian dari penggugat. Selain itu pula waktu terjadinya peristiwa adalah ketika gedung

belum beroperasi, sehingga kecil kemungkinan peritiwa tersebut dapat diduga

sebelumnya.

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



Universitas Indonesia

67

Kelemahan kedua adalah pada permasalahan pintu darurat yang sulit terbuka,

disini sulitnya pintu darurat untuk terbuka bisa dikatakan tidak berhubungan langsung

dengan terjadinya kebakaran, karena peristiwa tersebut telah terjadi. Jadi lebih tepat jika

sulitnya pintu darurat terbuka hanya menyebabkan proses pemadaman terganggu. Selain

itu pula, tidak ada kepastian jika pintu darurat dapat terbuka dengan mudah kebakaran

tidak akan meluas.

Dalam persidangan, tergugat juga mendalilkan bahwa pintu darurat seharusnya

tetap dalam keadaan terbuka dan karena adanya barang-barang milik penggugat yang

menyebabkan sulitnya pintu terbuka memberi andil atas peristiwa kebakaran tersebut.

Jika dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian sewa

menyewa memang benar ada unsur kesalahan pula pada diri penggugat sebagai penyewa,

yaitu kewajiban untuk menjaga objek sewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1560

KUH Perdata, dalam hal ini termasuk kewajiban untuk menjaga fungsi-fungsi pendukung

pengamanan objek sewa yaitu pintu darurat. Dari dalil ini, penggugat kemudian

menyatakan bahwa penyebab sulitnya pintu darurat terbuka saat kebakaran tidak

sepenuhnya karena kesalahannya, karena tergugat juga memiliki andil atas hal tersebut.

Dasar pembelaan penggugat tersebut adalah adanya renovasi objek sewa yang dilakukan

oleh tergugat. Dari hal tersebut maka dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1550 KUH

Perdata yang menyatakan salah satu kewajiban pihak yang menyewakan adalah

memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang

dimaksud. Dari keterangan tersebut maka terdapat suatu kondisi para pihak sama-sama

berada pada kondisi melalaikan kewajibannya, sesuai pendapat Subekti dalam perjanjian

timbal balik ada suatu asas yang mewajibkan para pihak untuk sama-sama melakukan

kewajibannya.137 Dari hal tersebut maka mengenai permasalahan pintu darurat ini tidak

tepat jika tergugat hanya menyalahkan penggugat saja sementara dia sendiri juga

melalaikan kewajibannya.

137 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., hlm 57.
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Lebih lanjut Majelis Hakim juga mengkritisi bahwa perlu adanya Putusan

Pengadilan ( pidana ) yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan adanya unsur

kesalahan salah satu pihak terhadap peristiwa tersebut. Dengan berdasarkan hal-hal

tersebut maka tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa penyebab peristiwa

kebakaran karena kesalahan penggugat.

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur overmacht, dimana salah satunya adalah unsur

tidak dapat diduga sebelumnya, maka hal ini juga perlu dibuktikan. Dari penjelasan kasus

ini, baik dalam bukti-bukti formal maupun keterangan saksi-saksi tidak ditemukan

adanya dugaan peristiwa kebakaran tersebut akan terjadi. Dalam perjanjian kedua pihak

memang dicantumkan peristiwa kebakaran sebagai salah satu kemungkinan terhalangnya

prestasi, akan tetapi hal tersebut hanya sebatas kemungkinan saja, bukan merupakan

kepastian yang akan terjadi. Hal ini juga senada dengan pernyataan seperti yang

dinyatakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, beliau menyatakan bahwa pengetahuan

kemungkinan terjadinya sesuatu di kemudian hari tidak cukup untuk menganggap adanya

hal dapat diduga lebih dulu, kecuali ada kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi

sehingga orang yang berpikiran sehat akan dapat memperhitungkannya.138 Dari

pernyataan tersebut dan dikaitkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi ketika gedung

belum beroperasi maka sulit dinyatakan bahwa peristiwa tesebut dapat diduga

sebelumnya.

Jadi jika dikaitkan secara lebih khusus dengan alasan-alasan dari tergugat maka

tentunya dapat dipahami bahwa peristiwa kebakaran dalam kasus ini telah memenuhi

unsur-unsur overmacht. Selanjutnya perlu dilihat sifat overmacht yang terjadi dalam

kasus ini, karena objek perjanjian musnah maka ketentuan dalam KUH Perdata yang

lebih tepat digunakan adalah Pasal 1444 KUH Perdata yang menyatakan:

“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat

diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah

barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang

138 Sri Soedewi Masjchun Sofwan , op. cit., hlm 21.
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itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai

menyerahkannya”.

Dari ketentuan tersebut secara garis besar maka overmacht yang ada dalam kasus

ini bersifat tetap dan perikatannya pun harusnya menjadi hapus. Akan tetapi, perlu diingat

kembali bahwa dalam Hukum Perjanjian ada asas kebebasan berkontrak, yang secara

garis besar membuat pasal-pasal dari hukum perjanjian ( KUH Perdata )merupakan apa

yang dinamakan hukum pelengkap karena sifat terbuka dari Hukum Perjanjian itu sendiri,

yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-

pihak yang membuat suatu perjanjian.139 Dari dasar tersebut maka perlu dilihat terlebih

dahulu ada atau tidaknya pengaturan dalam perjanjian para pihak tersebut mengenai hal

tertentu, dalam kasus ini adalah pengaturan mengenai overmacht. Perjanjian para pihak

ternyata mengenyampingkan ketetntuan Pasal 1444 KUH Perdata, dimana dalam salah

satu isinya dijelaskan jika objek sewa musnah karena kebakaran yang terjadi di luar

kesalahan para pihak maka perjanjiannya tidak hapus, tapi hanya tertunda sementara

hingga objek sewa dibangun kembali. Dari dasar ini maka asas dasar Pasal 1444 KUH

Perdata tidak berlaku, dan overmacht dalam kasus sifatnya tidak tetap tapi hanya

sementara saja.

Selain dari klausula overmacht dalam perjanjian para pihak, sifat overmacht yang

sementara ini juga dapat disimpulkan dari adanya klausula asuransi terhadap objek sewa.

Dengan adanya asuransi maka risiko beralih kepada perusahaan asuransi, dimana sesuai

prinsip asuransi yaitu mengembalikan objek asuransi kepada keadaan semula sebelum

peristiwa yang menyebabkan risiko muncul terjadi. Selain itu menurut Wirjono

Projodikoro, dalam asuransi kebakaran ( untuk gedung ) tertanggung tidak hanya

memiliki hak atas klaim kerugian, tapi juga mempunyai kewajiban memugar kembali.140

Dengan demikian maka musnahnya objek sewa dalam kasus tersebut tidaklah tetap,

karena secara tidak langsung ada kewajiban dari pemilik objek ( tergugat ) sebagai pihak

139 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,hlm. 13.

140 Djoko Prakoso, op. cit., hlm. 210.

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



Universitas Indonesia

70

yang tertanggung dalam asuransi untuk memugar atau mengembalikan objek sewa seperti

semula.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa

kebakaran dalam kasus ini merupakan peristiwa di luar kesalahan para pihak ( overmacht

) yang bersifat sementara.

4. 4. 2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Akibat Peristiwa Di Luar

Kesalahan Para Pihak

Permasalahan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan akibat-akibat hukum

terutama terkait perlindungan hukum bagi para pihak setelah peristiwa kebakaran itu

terjadi. Dari kasus ini pihak penyewa dihadapkan pada kondisi yang tidak berimbang,

karena disatu sisi ia telah melaksanakan kewajiban utamanya sebagai penyewa yaitu

membayar harga sewa sedangkan haknya untuk menikmati objek sewa belum

sepenuhnya terpenuhi karena adanya peristiwa overmacht sementara ( kebakaran ).

Sementara itu di sisi lain pihak pemilik objek sewa justru melimpahkan kesalahan pada

penyewa akibat peristiwa tersebut. Dari dasar kondisi inilah maka diperlukan

perlindungan hukum bagi penyewa.

Peristiwa kebakaran yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini

sebagaimana telah disimpulkan dalam sub bab sebelumnya merupakan overmacht

sementara. Dari bentuk tersebut maka seharusnya akibat hukum yang terjadi adalah

perjanjian para pihak tetap ada dan hidup kembali karena perjanjian atau prestasi debitur

hanya tertunda hingga halangan yang menunda prestasi terlaksana tidak ada lagi.141 Dari

akibat hukum tersebut maka perlindungan hukum kepada penyewa berupa hak untuk

tetap menuntut prestasi setelah halangan dari overmacht sementara tidak ada lagi. Jika

kemudian perjanjian itu dibatalkan maka penyewa pun seharusnya bisa menuntut uang

sewa yang telah dilunasinya dengan perhitungan bahwa yang dikembalikan adalah

141 J. Satrio, op. cit., hlm. 255.
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kelebihan-kelebihan uang sewa yang telah dibayarkan terhitung sejak penyewa tak bisa

menikmati onjek sewanya.

Kemudian juga perlu dilihat adanya klasusula yang mengatur asuransi terhadap

objek sewa juga bisa menjadi bentuk perlindungan hukum bagi penyewa, karena dengan

adanya asuransi maka risiko yang ditanggung debitur ( dalam kasus ini tergugat ) beralih

kepada penyelenggara usaha perasuransian.142 Asuransi juga membawa akibat

kembalinya keadaan semula sebelum suatu risiko muncul, dalam kasus ini berarti timbul

kewajiban bagi tergugat sebagai pemilik objek sewa untuk mengembalikan objek sewa

sesuai keadaan sebelum peristiwa kebakaran terjadi.

Permasalahan muncul ketika setelah objek sewa dibangun kembali penyewa tidak

dapat melanjutkan hak sewanya lagi karena telah dialihkannya hak sewa kepada pihak

lainnya. Selain itu debitur juga telah merubah fisik objek sewa sehingga tidak sesuai lagi

untuk digunakan oleh penyewa. Dari permasalahan tersebut ada tiga hal yang telah

dilanggar oleh debitur, yaitu:

a. Dilanggarnya klausula perjanjian menyangkut hak sewa yang harusnya dinikmati

kembali oleh kreditur setelah halangan dalam overmacht yang bersifat sementara

telah hilang.

b. Perubahan bentuk objek sewa, yang mengakibatkan kreditur tidak dapat

menikmatinya kembali.

c. Penghentian sewa secara sepihak dan mengalihkan hak sewa kepada pihak

lainnya tanpa ada kesepakatan dengan kreditur sebelumnya.

Dengan adanya tiga pelanggaran tersebut ketika di persidangan penyewa yang

dirugikan lebih memilih untuk dibatalkan perjanjian-perjanjian antara keduanya, alasan

hal ini adalah perubahan bentuk objek sewa yang sudah tidak sesuai lagi dengan

142 Djoko Prakoso, op. cit., hlm. 8.
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kebutuhannya. Pada putusan oleh Majelis Hakim, penyewa dalam hal ini diprioritaskan

perlindungan hukumnya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh

Majelis Hakim kepada penyewa adalah:

a. Perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak masih berlaku, karena tidak adanya

kesepakatan untuk mengakhirinya. Dari hal ini maka seharusnya penyewa berhak

menikmati objek sewanya kembali.

b. Terkait perisitiwa kebakaran, hal itu belum dapat dibuktikan sebagai kesalahan

penggugat ( peneywa ), sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

kepada penggugat.

c. Penyewa berhak mendapatkan sisa uang sewa sebagian. Hal ini karena kreditur

telah membayar secara lunas.

d. Menyatakan tergugat ( pemilik objek sewa ) telah melakukan wanprestasi, dan

dihukum membayar ganti kerugian, bunga, dan biaya perkara.

e. Pembatalan perjanjian, hal ini diputuskan karena sudah tidak ada titik temu antara

para pihak dan permintaan dari penyewa. Hal ini juga sebagai salah satu akibat

hukum yang dapat dipilih dalam hal terjadi overmacht subyektif yang sifatnya

sementara.143

f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sewa. Hal ini dilakukan

untuk menghindari perbuatan trgugat terhadap objek sewa yang dapat

menimbulkan kerugian lainnya bagi penyewa.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam kasus ini

telah ada perlindungan hukum, baik itu yang berdasar pada undang-undang yang dibuat

dengan kesepakatan para pihak ( klausula perjanjian ) maupun yang diberikan oleh

Majelis Hakim. Dari hal tesebut secara umum terjadinya peristiwa overmacht sementara

pada asasnya memberikan perlindungan hukum kepada penyewa yaitu hak untuk kembali

melanjutkan sewanya karena perjanjian sewa menyewa hanya tertunda pelaksanaannya

hingga halangan dari overmacht sementara tersebut tidak ada lagi.

143 J. Satrio, Op. Cit., hlm. 255.
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4. 4. 3. Analisa Terhadap Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam persidangan kemudian juga diketahui bagaimana pertimbangan Majelis

Hakim terhadap kasus tersebut. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ada beberapa

pertimbangan yang secara lebih khusus membahas mengenai inti-inti masalah dalam

kasus ini, yaitu:

a. Terkait dengan peristiwa kebakaran, dalam pertimbangannya Majelis Hakim

menilai bahwa untuk melihat adanya unsur kesalahan dalam peristiwa ini maka

harus ada bukti formal yang kuat seperti Putusan Pengadilan ( Pidana ) yang telah

berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak terbukti ada unsur kesalahan dari

penggugat terkait peristiwa kebakaran tersebut.

Dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim berupaya bertindak

secara adil, dasar hal ini adalah selain bukti-bukti yang diajukan tergugat untuk

membuktikan kesalahan dirasa kurang kuat, juga karena dalam Hukum Acara

Perdata, kekuatan alat-alat bukti formal tentunya lebih kuat. Pertimbangan

Majelis Hakim terkait hal ini bisa dikatakan sudah benar dan setepatnya

b. Terkait status perjanjian antara para pihak setelah terjadi peristiwa kebakaran.

Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya terkait hal ini menyatakan

bahwa perjanjian para pihak seharusnya tetap berlaku dan dapat diteruskan

kembali setelah halangan untuk berprestasi telah hilang. Selain itu, Majelis Hakim

juga berpendapat bahwa pengalihan hak sewa yang dilakukan secara sepihak oleh

tergugat adalah hal yang tidak dibenarkan. Pengalihan hak sewa secara sepihak

tersebut, menurut Majelis Hakim tidak dibenarkan karena tidak adanya

kesepakatan dengan penggugat selaku kreditur, dan bertentangan dengan

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

Dari petimbangan Majelis Hakim tersebut, dalam hal ini juga terlihat dijadikannya

asas kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian yang dikedepankan. Hal ini

terlihat dari kalusula perjanjian para pihak yang salah satu isinya menjelaskan
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bahwa hak sewa dapat dilanjutkan kembali jika terjadi peristiwa kebakaran dan

perbaikan-perbaikan telah selsesai dilakukan. Dalam asas kekuatan mengikat,

terikatnya para pihak tersebut maka para pihak harus menaati perjanjian sebagai

undang-undang bagi mereka, selain itu kekuatan mengikat ini juga berlaku

terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta rasa

moral.144 Jadi terkait status perjanjian-perjanjian para pihak yang dianggap masih

berlaku setelah peristiwa kebakaran terjadi, pertimbangan Majelis Hakim sudah

benar dan setepatnya.

c. Terkait masalah wanprestasi tergugat, pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini

didasarkan pada alasan terlanggarnya perjanjian yang telah dibuat para pihak.

Majelis Hakim menilai perubahan fisik lantai 1 yang menjadi salah satu objek

sewa telah menyebabkan penggugat merasa dirugikan, selain itu pula pengalihan

hak sewa kepada pihak lainnya juga menjadi alasan lainnya. Mejelis Hakim

menilai bahwa perjanjian para pihak masih mengikat dan harusnya tetap

dijalankan.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, jika dikaitkan dengan pengertian

wanprestasi, dimana salah satu bentuknya adalah melaksanakan apa yang

dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Dalam kasus Majelis Hakim

menilai tidak sesuainya objek sewa dengan perjanjian merupakan wujud

wanprestasi. Dengan melihat hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim

terkait hal ini sudah benar dan setepatnya.

d. Terkait pilihan penggugat untuk mengakhiri perjanjian, dalam pertimbangannya

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sudah tidak adanya kesepakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebabkan perjanjian

akan sia-sia saja jika dipertahankan. Pembatalan juga dianggap sebagai akibat

hukum jika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.

144 Mariam Darus Badrulzaman, op. cit. , hlm. 88.
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Dari pertimbangan tersebut, sebenarnya Majelis Hakim juga telah benar dan

setepatnya, sedikit hal yang perlu ditambahkan juga jika dikaitkan dengan teori

overmacht, dimana salah satu bentuknya adalah overmacht subjektif yang

sementara, bahwa pembatalan perjanjian merupakan pilihan yang dapat diminta

jika prestasi dinilai sudah tidak memiliki arti lagi. Dalam kasus ini berubahnya

fisik objek sewa untuk kepentingan penggugat dapat diartikan prestasi atas hak

sewa sudah tidak memiliki arti lagi.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis

Hakim terkait kasus ini sudah benar dan setepatnya, karena selain berdasarkan pada asas-

asas Hukum Perjanjian, Majelis Hakim dalam kasus ini juga berpedoman pada ketentuan

perjanjian para pihak sebagai sumber hukum utama. Sementara ketentuan lain yang tidak

diatur dalam perjanjian digunakan KUH Perdata sebagai hukum pelengkap.
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BAB 5

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

a. Unsur tidak dapat diduga dan kesalahan merupakan unsur yang penting dalam

pembuktian suatu peristiwa yang dianggap terjadinya di luar kesalahan para

pihak. Unsur tidak dapat diduga memberi pengertian bahwa tidak adanya

pengetahuan yang pasti tentang suatu peristiwa di masa depan dan semuanya

hanya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan semata. Sementara unsur

kesalahan memiliki pengertian bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

lebih mengedepankan pembuktian melalui alat-alat bukti yang bersifat formal,

dalam kasus ini dicontohkan oleh Majelis Hakim yaitu Putusan Pengadilan Pidana

yang berkekuatan hukum tetap.

b. Perlindungan hukum bagi penyewa yang dirugikan tidak hanya berasal dari

keputusan Majelis Hakim yaitu berupa putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, tetapi juga dapat berasal dari kalusula perjanjian yang telah

dibuatnya dengan pihak lainnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang

berasal dari klausula perjanjian seperti yang dicontohkan dalam kasus tersebut

adalah klausula asuransi dan overmacht. Sedangkan dari akibat hukum overmacht

sementara perlindungan hukum yang didapat adalah prestasi dari suatu perjanjian

dapat dituntut kembali ketika halangan dari overmacht sementara tersebut sudah

tidak ada lagi.

c. Overmacht yang bersifat sementara memberi pengertian bahwa ada kepastian

bahwa perjanjian akan hidup kembali ketika halangan dari overmacht tersebut

sudah tidak ada lagi. Terkait hal ini dapat disimpulkan kepastian tersebut dapat

terjadi berdasarkan dua hal yaitu, sifat dari halangan yang tidak untuk selamanya (

misalnya cuaca buruk ) dan dari klausula perjanjian yang mengatur hal tersebut.

Hal yang kedua ini dapat disimpulkan dalam kasus antara PT. MPP dan PT. BIP,
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dari kasus tersebut sebanarnya halangan yang terjadi bisa bersifat tetap karena

objek sewa musnah, akan tetapi dengan adanya klausula asuransi, overmacht, dan

risiko hal itu tidak menjadi tetap. Dengan adanya kalusula-klausula tersebut sifat

overmacht diubah dari tetap menjadi sementara.

d. Akibat hukum yang terjadi terkait overmacht sementara pada asasnya adalah

perjanjian dan prestasi hanya bersifat terunda. Akan tetapi hal tersebut juga

kembali melihat pada asas-asas umum Hukum Perjanjian, sebagai contoh adalah

asas kebebasan berkontrak, jika ada kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian

maka bisa saja dilakukan. Dalam kasus ini permintaan pembatalan juga

merupakan pilihan hukum bagi penggugat, dasarnya adalah adanya wanprestasi,

Salah satu akibat hukum dari wanprestasi adalah pembatalan perjanjian dan

pembayaran ganti rugi ( Pasal 1267 KUH Perdata).

5. 2. Saran

Dari penulisan skripsi ini, penulis dapat memeberikan beberapa saran, yaitu:

a. Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap peristiwa di luar kesalahan para

pihak yang utama, sebaiknya dalam setiap perjanjian dibuat kalusula yang

menjamin kepastian, baik itu kepastian prestasi tetap bisa dilanjutkan atau

sebaliknya. Salah satu bentuk yang saat ini umum digunakan adalah klausula

asuransi dan pembatasan ruang lingkup overmacht. Terkait pembatasan ruang

lingkup overmacht hal ini bisa dilakukan mengingat adanya asas kebebasan

berkontrak, tetapi juga perlu diperhatikan nilai-nilai kebiasaan dan kepatutan.

b. Overmacht sebaiknya dipahami oleh para pihak sebagai suatu peristiwa yang

sama-sama tidak diinginkan oleh para pihak, dari adanya hal itu maka

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan overmacht bisa diminimalisir untuk

masuk ke tahap penyelesaian melalui lembaga peradilan ( pengadilan ). Cara-cara

seperti mediasi sebisa mungkin menjadi upaya penyelesaian sengketa yang

pertama dilakukan.
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c. Peristiwa overmacht perlu dipahami sebagai suatu kondisi yang membawa akibat

tidak selalu sama dan tetap, oleh karena itu pilihan hukum yang dilakukan untuk

menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan overmacht juga bisa diselesaikan

sesuai kesepakatan para pihak terlebih dahulu.
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